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Pengelolaan gmber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa merupakan
komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat desa,
perangkat desa berperan sebagai elemen operasional yang bertanggung jawab
dalam mengimplementasikan  kebijakan, program, dan pelayanan yang
berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa,
peraturan yang mengatur proses pefffijgkatan perangkat desa menjadi landasan
penting untuk menjamin kualitas sumber @lya manusia (SDM) yang akan terlibat
dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan palik di desa. Penelitian ini
berfokus pada pengangkatan perangkat desa di desa Gawu-Gawu Bo’uso
Kecamatan GufEjgsitoli Kota Gunungsitoli. Penelitian ini berfokus pada
mengevaluasi sejauh mana proses seleksi perangkat desa di desaflGawu-Gawu
Bo’uso sudah mengikuti regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Permendagri

or 83 Tahun 2015 dan perubahan pada Permendagri 67 Tahun 2017. Dan
penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana
proses pengangkatan perangkat desa di D@Gawu-Gawu Bo’uso sesuai dengan
regulasi yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015
yang telah diubah pada Permendagri Nomor 67 Tahun JPEJ, termasuk
persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang berlaku. Penelitian yang
dilakukan penulis disini adalah menggunakan metode penelitian dilapangan
dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakuk@¥i Desa Gawu-Gawu Bouso
Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Dalam mengumpulkan data
yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara sedangkan didalam
pembahasannya  digunakan metode  deskriptif yaitu metode  yang
menggambarkan kead{gf) yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang
dilakukan penulis di Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota
Gunungsitoli ada beberapa faktor yaitu, Proses Pengangkatan Perangkat Desa
Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi, misalnya , Faktor Sosial dan
Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Pemahaman, dan Hambatan
dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa
di Desa Gawu-Gawu Bo’uso mengalami hambatan yang signifikan, seperti
kurangnya sistem e valuasi yang jelas dan terstruktur, keterbatasan sumber
daya manusia dalam melakukan evaluasi yang objektif ada beberapa strategi
antara lain yaitu:  Pertama  Meningkatkan Sosialisasi tentang Proses
Pengangkatan Perangkat Desa, Kedua, Peningkatan Keterlibatan Masyarakat
dalam Proses Pengangkatan, Ketiga, Membuat Sistem Evaluasi yang Lebih
Terstruktur.

Kata kunci : Evaluasi pengangkatan perangkat desa
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ABSTRACT

Evi Pebriani Zega, 2024 Evaluation Of The Appointment Of Village Officials In

Gawu-Gawu Bouso Village, Gunungsitoli Subdistrict, North Gunungsitoli City
Human resource (HR) management in Village Government is an important
component in strengthening village capacity in public services, community
empowerment and sustainable development. At the village level, village officials act
as operational elements responsible for implementing policies, programs and
services that have a direct impact on the community. In the management of Village
Government, regulations governing the process of appointing village officials are an

important basis for ensuring the quality of human resources (HR) who will be

involved in various administrative activities and public services in the village. This

research focuses on the appointment of village officials in Gawu-Gawu Bo'uso
Village, Gunungsitoli District, Gunungsitoli City. This research uses on
evaluating the extent to which the selection process for village officials in Gawu-
Gawu Bo'uso village has followed existing regulations, such as those stipulated in
Permendagri Number 83 of 2015 and amendments to Permendagri 67 of 2017. And
research aims to find out and evaluate the extent to which the process of
appointing village officials in Gawu-Gawu Bo'uso Village complies with established
regulations, especially Permendagri Number 83 of 2015 which was amended in
Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017, including applicable
administrative requirements and selection mechanisms. The research carried out by
the author here used field research methods with a qualitative mack. This
research was conducted in Gawu-Gawu Bouso Village, North Gunungsitoli District,

Gunungsitoli City. In collecting data, the author used interview techniques, while in
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his discussion the descriptive method was used, namely a method that describes the
conditions that occur in the field. From the results of research conducted by the
author in Gawu-Gawu Bouso, North Gunungsitoli District, Gunungsitoli City, %’e
are several factors, namely, the Process of Appointing Village Officials Influences
Non-Compliance with Regulations, for example, Social and Cultural Factors,
Economic Factors, Education and Understanding Factors, and Barriers in
Evaluation of Appointments Village Apparatus In Gawu-Gawu Bo'uso Village, there
are significant obstacles, such as the lack of a clear and structured e-valuation
system, limited human resources in carrying out objective evaluations, there are
several strategies, including: First, increasing socialization about the process of

appointing village officials, second, Increasing Community Involvement in the

Appointment Process, Third, Creating a More Structured Evaluation System.

Keywords: Evaluation of the appointment of village officials
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa
merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang
berkelanjutan. Di tingkat desa, perangkat desa berperan sebagai elemen
operasional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan,
program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sebagai tulang punggung Pemerintahan Desa, kualitas SDM yang diangkat
menjadi perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab
itu, evaluasi terhadap pengangkatan peran desa menjadi krusial untuk
memastikan SDM yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Desa (Rachmanto &
Kusbandrijo, 2023).

Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, peraturan yang mengatur
proses pengangkatmperangkat desa menjadi landasan penting untuk
menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam
berbagai aktivitas administratif dan pelayangggpublik di desa. Salah satu
regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Permendagri Nomor 83 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini
merinci persyaratan dan mekanisme penganﬁ(atan perangkat desa yang harus
dipenuhi agar menghasilkan perangkat desa yang kompeten, memiliki
integritas, dan mampu menjalankan fungsiaa secara cfektif.

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 genai Desa, menyoroti signifikansi pemberdayaan masyarakat
di desa dengan cara mengangkat perangkat desa yang memiliki keterampilan
dan bisa mendukung perkembangan desa. Dalam kebijakanéni, penunjukan

perangkat desa bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa




dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan desa. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah desa untuk
menjalankan proses pengadaan SDM secara selektif dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat. (Junaidi et al., 2021)) berpendapat bahwa
keberhasilan kebijakan SDM di sektor publﬁ tergantung pada kemampuan
pemerintah untuk menerapkan proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhﬁn masyarakat setempat. (data yang diperlukan: kebijakan yang
diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO dan perbandingannya dengan standar dari Kemendagri).

Namun, kajian empiris menunjukkan adanya kesenjﬁan signifikan
antara regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya di Desa Gawu-
Gawu BO’USO. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa
ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tidak sepenuhnya
dilaksanakan, baik dalam hal persyaratan administratif maupun mekanisme
seleksi. Hal ini memunculkan permasalahan dalam kualitas perangkat desa
yang %gkat dan memengaruhi efektivitas layanan publik o

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana telah
diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa mensyaratkan bahwa calon perangkat desa
wajib memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah umum, berusia
antara 20 hingga 42 tahun, serta memﬂil&omisili tetap di desa setidaknya
satu tahun sebelum proses seleksi. Persyaratan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki pengetahuan dasar dan
pemahaman mendalam terhadap desa yang akan mereka layani. Di Desa
Gawu-Gawu BO’USO, Mayoritas calon petugas desa yang ditunjuk tidak
memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.

Beberapa petugas desa  yang ditunjuk  tidak memiliki Tingkat
pendidikan yang cukup, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan
tugas-tugas administratif dan berkomunikasi dengan masyarakat desa tidak
memadai. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk
mengabaikan persyaratan administratif, baik karena keterbatasan calon yang

memenuhi syarat maupun adanya kepentingan lokal yang lebih




mengutamakan hubungan kekeluargaan. Hal ini berdampak pada kemampuan
perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta dalam
menyelesaikan berbagai tugas administrasi.

Kesenjangan ini menjadi persoalan besar karena pendidikan formal
merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi dan
kemampuan perangkat desa. (Nugraha & Zarkasi, 2021) menekankan bahwa
pendidikan dasar sangat berpengaruh pada kapabilitas seseorang untuk
menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama di sektor
administrasi. Ketidaksesuaian ini berdampak pada kemampuan perangkat
desa untuk memahami regulasi yang ada, menyusun laporan yang baik, dan
memberikan respons yang cepat terhadap kebﬁhan masyarakat desa.

Dalam mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 83 Tahun
2015sebagaimana telah diubah pada Permendagri Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa diwajibkan
membentuk tim seleksi untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan
secara objektif terhadap calon perangkat desa. Tim ini harus melakukan
seleksi berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa
calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Namun, di
Desa Gawu-Gawu BO’USO, penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi
sering kali hanya menjadi formalitas.

Dalam beberapa kasus, proses seleksi tidak melibatkan analisis
mendalam terhadap kompetensi dan latar belakang calon. Calon yang tidak
memenuhi syarat pun kadang tetap diloloskan dengan alasan kebutuhan
mendesak atau adanya pengaruh dari pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan
persepsi negatif di masyarakat bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara
adil dan transparan, yang kemudian dapat mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses konsultasi kepada camat, yang seharusnya menjadi mekanisme
pengawasan, juga sering kali diabaikan atau dilaksanakan hanya sebagai
formalitas. Padahal, rekomendasi dari camat penting untuk memastikan
bahwa perangkat desa yang diangkat telah memenuhi semua persyaratan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kurangnya akuntabilitas dalam
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pelaksanaan mekanisme seleksi perangkat desa, yang pada akhirnya
berdampak negatif terhadap kredibilitas Kepala Desa dan perangkat desa
yang diangkat.

Menurut (Sanata, 2021), transparansi dan objektivitas dalam proses
seleksi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pejabat publik. Tanpa proses seleksi yang akuntabel, perangkat desa
cenderung dipandang sebagai perwakilan dari kepentingan tertentu daripada
sebagai pelayan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang ada
juga memperkuat persepsi bahwa Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi
dalam proses pengangkatan.

Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO’USO, transparansi dalam proses
seleksi perangkat desa dapat membangun rasa kepercayaan masyarakat
bahwa perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan
dedikasi untuk melayani masyarakat. (data yang diperlukan: laporan atau
survei persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO). Jika proses pengangkatan
perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, hal
ini akan mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat serta meningkatkan
dukungan bagi perangkat desa yang terpilih.

Pendekatan transparansi ini selaras dengan pandangan (Siska Br.
Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022; Suharti & Rumsari, 2021) yang
menekankan bahwa sektor publik harus menerapkan standar yang tinggi
dalam hal akuntabilitas, karena kinerja SDM publik berhubungan langsung
dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan dalam
proses seleksi harus disampaikan dengan jelas kepada publik untuk
meminimalkan adanya persepsi negatif. Di desa-desa dengan populasi yang
relatif kecil seperti Desa Gawu-Gawu BO'USO, persepsi negatifdari
masyarakat dapat berdampak besar terhadap efektifitas pemerintahan. Oleh
karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses
seleksi perangkat desa, mulai dari pengumuman hingga pengangkatan,

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.




Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO menghasilkan perangkat desa yang
kualifikasinya tidak memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini
berdampak langsung pada kualitas layanan publik di desa, mulai dari
administrasi surat-menyurat, pencatatan kependudukan, hingga pelayanan
sosial kepada masyarakat.

Beberapa warga mengeluhkan lambatnya respon dari perangkat desa
dalam menangani kebutuhan mereka, seperti pengurusan administrasi dan
bantuan sosial. Warga desa menganggap bahwa keterlambatan ini disebabkan
oleh kurangnya kompetensi perangkat desa. Dengan tidak terpenuhinya
standar kualifikasi yang diatur oleh Permendagri, banyak perangkat desa yang
mengalami kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi terbaru atau dalam
mengimplementasikan prosedur administratif secara tepat.

Berdasarkan (Saragih et al., 2020), kemampuan dan moralitas sumber
daya manusia di bidang publik adalah dasar yang krusial dalam memberikan
layanan yang baik kepada masyarakat. Ketika perangkat desa kurang
memiliki keterampilan yang memadai, maka dampaknya akan dirasakan oleh
masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tidak optimal, bahkan sering kali
menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kesenjangan ini juga menghambat kemampuan desa dalam menjalankan
program-program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa
Gawu-Gawu BO’USO tidak hanya berdampak pada kualitas SDM dan
pelayanan publik, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Banyak masyarakat
desa yang merasakan ketidakadilan dalam proses seleksi dan menilai bahwa
pengangkatan perangkat desa diwarnai oleh kepentingan pribadi. Persepsi ini
terbentuk akibat ketidaktransparanan dalam proses seleksi, di mana beberapa
calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan tanpa alasan yang

jelas.

Desa Gawu-Gawu BO’USO adalah suatu desa yang terletak di area
paling depan, paling luar, dan tergolong tertinggal. Menurut penelitian

Maxwell dan Hughes (2020), desa-desa di wilayah 3T cenderung memiliki




keterbatasan dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, karena
terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, strategi
pengadaan SDM di wilayah 3T perlu mempertimbangkan konteks geografis,
demografis, dan sosial-budaya dari masyarakat setempat. Hal ini relevan
dengan pendekatan (Bagus S & Ngara, 2020) yang menyatakan bahwa
pengadaan SDM di wilayah terpencil harus fleksibel dan mempertimbangkan
kearifan lokal agar proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih efektif. (data

ng diperlukan: kondisi demografis dan pendidikan calon perangkat desa di
Desa Gawu-Gawu BO’USO).

Sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses, Desa Gawu-Gawu
BO’USO mengalami tantangan dalam menemukan SDM yang memiliki
kualifikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan perangkat desa. Hal ini dapat
berdampak pada kualitas Pemerintahan Desa jika perangkat desa yang
diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola
administrasi desa. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi pengadaan SDM
yang berorientasi pada pengembangan lokal dan pemberdayaan masyarakat
perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu
mengevaluasi proses seleksi perangkat desa yang ada, serta
mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada
melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

Persepﬁnasyarakat ini mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap
pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menghambat kolaborasi antara
masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.
Dalam konteks sosial-budaya desa yang kental den nilai-nilai
kekeluargaan dan kebersamaan, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga
transparansi dan integritas dalam proses pengangkatan perangkat desa guna
membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut pendapat Dessler dalam (Hasanah et al., 2020), kepercayaan
publik merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan
efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketika proses pengangkatan
perangkat desa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah desa tidak berpihak




pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan,

tetapi juga pada efektivitas program-program pemerintah yang membutuhkan
partisipasi masyarakat secara aktif.
Selain aspek kebijakan, tantangan finansial merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi kualitas pengadaan SDM di desa. Dalam konteks Desa
Gawu-Gawu BO’USO, keterbatasan anggaran merupakan isu yang cukup
menonjol, yang dapat memengaruhi proses rekrutmen dan seleksi perangkat
desa. Menurut (Arifin et al., 2020), keterbatasan anggaran pada sektor publik
sering kali menjadi penghalang bagi organisasi dalam mencapai tujuan
pengadaan SDM yang efektif. Desa yang memiliki anggaran terbatas
mungkin mengalami kesulitan dalam menarik calon-calon perangkat desa
yang memiliki kualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan yang memadai
untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang sudah ada. (data yang
diperlukan: anggaran yang dialokasikan untuk proses pengangkatan perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO dan dampaknya terhadap proses seleksi).
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah desa di Desa
Gawu-Gawu BO’USO perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap
sedur pengangkatan perangkat desa serta memperbaiki implementasi
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada
Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa. Diharapkan pemerintah desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO
dapat memperbaiki kualitas SDM di tingkat desa, meningkatkan pelay,
publik, dan membangun kepercayaan masyarakat.Keberhasilan ini tidak
hanya akan berdampak pada peningkatan kua% kehidupan masyarakat
desa, tetapi juga pada terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih transparan,

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas. Olah karena itu

peneliti merasa tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut, sehingga
mengangkat judul penelitian yakni: "Evaluasi Pengangkatan Perangkat
Desa (Studi Kasus Desa Gawu-Gawu BO’USO Kecamatan Gunungsitoli
Utara Kota Gunungsitoli."




1.2,

13.

14.

Fokus Penelitian
Terkait dengan cara pengelolan sumber daya manusia yang berkaitan
dengan penunjukan perangkat desa di desa Gawu-gawu BO’USO Kecamatan

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Penekanan ini akan menilai sejauh mana

prosedur pemilihan perangkat desa di desa tersebut. Gawu-Gawu BO’USO

sudah mengikuti regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Permendagri

Nomor 83 Tahun 2015dan perubahan padaPermendagri 67 Tahun 2017.

Penelitian ini akan menilai apakah proses seleksi perangkat desa dilakukan

secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta apakah mekanisme yang ada,

seperti pembentukan tim seleksi dan konsultasi dengan camat, telah
ilaksanakan dengan baik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui dan menganalisis evaluasi pengangkatan perangkat

desa di desa gawu-gawu BO’USO?

2.Bagaimana mengetahui dan  menganalisis ﬁor-faktor yang

mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO?

3.Bagaimana mengetahui dan menganalisis hambatan evaluasi pengangkatan
erangkat desa?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawuéﬁwu BO’USO sesuai dengan regulasi
yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang
telah diubah pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, termasuk
persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang berlaku.

2. Untuk menentukan elemen-elemen yang memengaruhi mekanisme

pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo’uso, mencakup aspek




aspek internal (seperti ikatan keluarga atau faktor lokal lainnya)
serta eksternal (seperti terbatasnya dana atau akses pendidikan).

3. Untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO, termasuk mekanisme

pengawasan oleh camat dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak
yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis
Studi ini diharapkan memberikan Kontribusi bagi pengembangan kajian
mengenai manajemen sumber daya manusia di level Pemerintahan Desa,
khususnya berkaitan dengan pengﬁkatan perangkat desa. Dengan
menganalisis penerapan regulasi Permendagri Nomor 83 Tahun
2015 serta perubahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun
2017, penelitian ini akan memperluas wawasan tentang masalah,
tantangan, serta peluang perbaikan yang ada dalam proses pengangkatan

" perangkat desa..

b. Manfaat Praktis
1) Peneliti

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dan akademisi

yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peng an SDM di

sektor Pemerintahan Desa. Temuan-temuan yang ada dapat digunakan

sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai praktik seleksi
perangkat desa, serta untuk mengeksplorasi dampak kebijakan ini
terhadap pembangunarﬁsa secara lebih mendalam.
2) Pemerintahan dan Masyarakat Desa Gawu-Gawu BO’USO,
ecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah

desa dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pengangkatan

perangkat desa, baik dalam hal persyaratan administratif, mekanisme

seleksi, serta pembentukan tim seleksi yang objektif dan transparan.
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Pemerintah desa diharapkan dapat merancang proses seleksi yang
lebih baik, mengurangi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas
SDM yang diangkatDan meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang pentingnya proses seleksi perangkat desa yang transparan dan
adil. Dengan hasil penelitian yan ndorong transparansi dalam
seleksi perangkat desa, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan
dilibatkan dalam proses Pemerintahan Desa.

3) Universitas Nias dan Akademika

—

Penelitian ini dapat memperkaya koleksi penelitian dan literatur
ilmiah di Universitas Nias, yanﬁpat digunakan sebagai bahan
referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu,
penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi akademik universitas
dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan
solusi praktis bagi permasalahan di masyarakat.
4) Peneliti Lanjuta

Hasil dari studi ini dapat berfungsi sebagai rujukan dan landasan bagi
peneliti berikutnya yang berniat untuk melakukan penelitian yang
sejenis atau meneruskannya. Peneliti yang akan datang bisa
memanfaatkan hasil dan saran dari penelitian ini untuk memperdalam
kajian mereka atau memperluas fokus penelitian di desa lain atau

dalam situasi yang berbeda.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

2.1.1. Pengertian Sumber a Manusia

Manajemen berasal dari kata "Management” dalam bahasa
Inggris dengan kata kerja "to manage," yang m cu pada ilmu dan
seni dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif serta efisien
guna mencapai tujuan tertentu (Aljabar, 2020). Konsep ini tidak hanya
mencerminkan suatu keterampilan praktis, tetapi juga merupakan
sebuah profesi yang memiliki tingkat kompleks&tersendiri.

Menurut Irmayani (2022), manajemen mencakup serangkaian
proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
serta pengendalian, yang semugpya bertujuan untuk mencapai target
organisasi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, khususnya
sumber daya manusia.

Dalam hal Sumber Manusia (SDM), Onsardi (2020)
mendefinisikannya sebagai individu-individu yang bekerja dalam
suatu organisasi, dengan peran sentral sebagai pelaksana, pengambil
keputusan, dan kontributor utama dalam pencapaian tujuan organisasi
(Irmayani, 2022). SDM memiliki kedudukan yang sangat strategis
karena merekalah yang merancang, menjalankan, serta mengelola
berbagai aspek operasional organisasi agar ﬁp berjalan dengan baik.

Dari berbagai sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa
manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting
dalam mengelola, mengarahkan, serta mengembangkan potensi tenaga
kerja agar dapat berkontribusi secara optimal demi meningkatkan

efisiensi dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

2.1.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sabrina (2021), tujuan utama dari manajemen sumber daya

manusia adalah memastikan bahwa karyawan dapat menjalankan
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tugas yang diberikan oleh perusahaan secara optimal. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa fungsi utama dalam
manajemen SDM, yaitu:
Perencanaan
Perencanaan meru fungsi fundamental dalam manajemen yang
berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana metode pelaksanaannya,
serta siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Oleh karena itu,
perencanaan memerlukan proses berpikir yang gisgfematis guna
mengoordinasikan berbagai langkah agar selaras dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, serta
membangun keterkaitan antara individu dalam suatu organisasi dengan
tujuan memastikan pencapaian target yang telah dirancang secara efektif.
Pelaksanaan
Fungsi pelaksanaan berfokus pada interaksi langsung dengan individu
dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang telah dirancang
dengan baik tidak akan mengﬁlkan kinerja yang optimal tanpa adanya
upaya untuk menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia dan
sumber daya lai%l dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap
individu dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab,
fungsi, peran, keahlian, dan kompetensinya guna mewujudkan visi, misi,
serta program kerja organisasi.
Evaluasi
Evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai

kinerja, efektivitas, serta kontribusi karyawan terhadap organisasi. Proses

ini mencakup pengukuran analisis berbagai aspek kinerja guna
memastikan bahwa standar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai
dengan yang diharapkan.

2.1.3. Unsur-Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia




13

Manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa unsur

utama, sebagaimana dijelaskan oleh Andriani (2021), yaitu:

d.

Manusia (Man)

Manusia merupakan unsur utama dalam manajemen. Dalam
operasional suatu organisasi, peran manusia sangat krusial karena
mereka yang menjalankan berbagai fungsi manajerial. Pengelolaan
sumber daya manusia yang optimal dapat meningkatkan
produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta
mendorong munculnya inovasi.

Material atau Bahan

Material atau bahan berperan sebagai komponen penting dalam
proses bisnis, terutama sebagai bahan baku produksi. Ketersediaan
bahan baku yang cukup dan mudah diakses akan mendukung
kelancaran operasional organisasi, sementara keterbatasan bahan
dapat menghambat produktivitas dan efektivitas kerja.

Mesin (Machine)

Mesin dan peralatan merupakan elemen pendukung dalam
manajemen yang digunakan untuk memperlancar proses
operasional organisasi. Mesin yang memadai akan meningkatkan
efisiensi kerja serta membantu organisasi dalam mencapai target
secara lebih optimal.

Uang (Money)

Keuangan adalah faktor fundamental dalam manajemen yang
menopang seluruh aktivitas bisnis dan operasional. Pengelolaan
keuangan yang cermat dan bijaksana sangat penting agar kegiatan

manajerial dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

. Metode (Method)

Metode dalam manajemen merujuk pada cara atau prosedur yang
digunakan untuk menjalankan berbagai proses bisnis. Penerapan
metode vyang efektif akan meningkatkan efisiensi serta
memastikan bahwa setiap langkah operasional berjalan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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f. Pasar (Market)

Pasar merupakan aspek penting dalam manajemen, terutama bagi

organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam sektor

perdagangan. Pasar menjadi tempat berlangsungnya transaksi
ekonomi, sehingga strategi pemasaran yang tepat sangat
dibutuhkan agar produk atau layanan dapat bersaing dengan
efektif.

g. Waktu (Minutes)

Waktu adalah aset yang sangat berharga dalam perencanaan

manajemen dan harus dikelola secara efisien. Penggunaan waktu

yang efektif berkontribusi pada keberhasilan suatu bisnis,
termasuk dalam menentukan durasi produksi, pemasaran, serta
daya saing dalam suatu industri.

2.1.4. Pengertian Perencanaan SDM

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan
sumber daya manusia merujuk pada potensi individu yang dapat
dikembangkan dan dilatih guna mendukung proses produksi. Menurut
Septian et al. (2022), perencanaan sumber daya manusia merupakan
upaya strategis dalam menyusun tenaga kerja agar selaras
kebutuhan perusahaan, sehingga operasional dapat berjalan secara
efek&an efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource
Planning/HRP) adalah suatu proses sistematis dalam memperkirakan
kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan menyesuaikannya
terhadap strategi serta visi perusahaan. Selain itu, perusahaan harus
memastikan bahwa tenaga kc% yang tersedia memiliki kualitas,
keterampilan, dan kompetensi yang sesuai agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai secara optimal (Salsabilah et al., 2022).

2.1.5. Fungsi dan Tujuan Perencanaan SDM
Menurut Pratiwi & Wiriana (2017), perencanaan sumber daya

manusia memiliki beberapa fungsi dan tujuan, di antaranya:
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1. Membantu departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan
tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas, di masa
mendatang. Hal ini sangat berguna terutama bagi tenaga kerja
dengan sifat yang dinamis, seperti dalam struktur organisasi
proyek.

2. Memungkinkan HR untuk bekerja secara proaktif dalam mencari

serta menyeleksi kandidat yang sesuai dengan posisi pekerjaan

yang dibutuhkan.

2.1.6. Proses Perencanaan SDM

Secara umum, proses perencanaan sumber daya manusia
terdiri dari empat tahapan utama yang saling berkaitan dan
berkontribusi terhadap optimalisasi tenaga kerja dalam organisasi,
yaitu:

1. Analisis Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini

Tahap awal dalam perencanaan sumber daya manusia adalah
melakukan penilaian menyeluruh terhadap tenaga kerja yang tersedia
dalam organisasi. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti
jumlah personel, keterampilan yang dimiliki, tingkat kompetensi,
kualifikasi akademik, pengalaman kerja, posisi jabatan, distribusi usia,
kinerja individu, skema kompensasi, serta faktor lain yang
berhubungan dengan efektivitas tenaga kerja dalam mendukung
operasional o isasi.

2. Peramalan Kebutuhan Sumber Daya Manusiagdi Masa Depan
Langkah berikutnya adalah memperkjrakansg)lutuhan tenaga kerja
untuk periode yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai
dinamika internal dan eksternal organisasi. Analisis ini melibatkan
aspek seperti proyeksi pengurangan tenaga kerja, kebutuhan
rekrutmen untuk posisi strategis, promosi jabatan, mutasi karyawan,
serta faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti pengunduran diri
maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja
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Setelah menganalisis ketersediaan tenaga kerja serta memperkirakan
kebutuhan di masa mendatang, tahap selanjutnya adalah menyusun
proyeksi permintaan tenaga kerja (demand forecasting). Dalam proses
ini, manajemen sumber daya manusia perlu menyelaraskan kebutuhan
tenaga kerja dengan strategi bisnis jangka panjang organisasi agar
perencanaan tenaga kerja dapat mendukung pencapaian visi dan misi
yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Strategi dan Implementasi Rekrutmen

Berdasarkan hasil evaluasi keseimbangan antara ketersediaan dan
kebutuhan tenaga kerja, organisasi dapat merumuskan strategi yang
tepat guna mengatasi potensi kesenjangan tenaga kerja. Strategi ini
dapat mencakup redistribusi tenaga kerja melalui rotasi atau mutasi,
perekrutan tenaga kerja baru, penggunaan sistem outsourcing,
pengembangan kapasitas melalui program pelatihan, serta
penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan. Dalam implementasi strategi
ini, organisasi juga dapat memanfaatkan jasa konsultan profesional
untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mengurangi

risiko hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaan tenaga kerja.

Pengertian
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat
1, desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang iliki batas

wilayah yang jelas serta diberikan kewenangan dalam mengatur dan
mengelola berbagai aspek pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan prakarsa warga, hak
asal-usul, serta nilai-nilai tradisional yang tctap diaklﬁlalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur
pemerintahan nasional, desa mr::ne:mpal’;ia posisi sebagai unit
pemerintahan yang paling rendah, di mana perangkat desa memiliki
hubungan yang langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan

pemerintahan desa.
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Komari (2022) berpendapat bahwa desa merupakan suatu entitas

masyarakat hukum yang terbentuk berdasarkan hak asal-usul dan
memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah
administratif lainnya. Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan
(2021) mengemukakan bahwa desa merupakan kesatuan sosial dan
ﬁ'torial yang bersifat otonom, yang memiliki kewenangan dalam
mengatur dan mengelola urusan pemerintahan lokal, termasuk
pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian budaya, dalam koridor
sistem pemerintahan nasional. -

Lebih lanjut, Kokotiasa (2021) menegaskan bahwa desa tidak
hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan strukt sial
yang kuat dan potensi sumber daya lokal yang beragam, desa dikelola
berdasarkan prinsip tata kelola yang baik guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Aziz (2021) menyoroti peran
desa sebagai komunitas dengan struktur pemerintahan lokal yang
memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi, keuangan, serta
penﬁnggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Dari berbagai perspektifﬁebut, dapat disimpulkan bahwa desa
merupakan suatu komunitas yang memiliki batas wilayah yang jelas
serta kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan
warganya. Keberadaan desa didasarkan pada nilai-nilai historis, tradisi,
dan budaya yang tetap terjaga, serta berperan penting dalam menopang
pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

2.2.2, Karakteristik Desa

Desa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari
kota maupun wilayah lain, sebagaimana dikemukakan oleh Trilgksono
dan Sukartini (2020). Salah satu karakteristik utama desa adalah jumlah
penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kota.
Penduduk desa umumnya memiliki hubungan sosial yang erat, di mana
interaksi yang terjadi cenderung bersifat personal dan berbasis

kekeluargaan. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat di antara
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masyarakat desa. Selain itu, wilayah desa umumnya lebih luas dan
didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, serta hutan, yang menjadi
sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat.

Dalam aspek ekonomi, desa lebih banyak bergantung pada
sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha
kecil meneng% Mata pencaharian masyarakat desa cenderung
homogen dan erat kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam
yan edia. Selain itu, budaya dan adat istiadat desa sangat kental
dan diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan identitas serta
nilai-nilai sosial yang tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Aziz
(2021) menambahkan bahwa kehidupan masyarakat desa sangat dekat
dengan alam, di mana secbagian besar pekerjaan merecka bergantung
pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dari segi demografi, kepadatan penduduk di desa relatif rendah,
dengan rasio antarpenduduk yang tidak terlalu tinggi. Kondisi ini
terlihat dari pola permukiman yang masih memiliki pekarangan luas,
serta jarak antar rumah yang tidak sepadat kawasan perkotaan. Selain
itu, interaksi sosial di desa berlangsung lebih intensif, yang

ungkinkan masyarakat untuk saling mengenal dengan baik serta
membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya
semangat gotong royong dan rasa kebersamaan dalam masyarakat desa
juga menjadi salah satu karakteristik khas yang membedakannya dari
kehidupan di kota.

Karakteristik lain yang menonjol adalah mobilitas penduduk
desa yang relatif rendah. Terbatasnya lapangan pekerjaan serta kuatnya
ikatan sosial dalam masyarakat membuat penduduk desa cenderung
menetap di dacrah asal mercka dan jarang bepergian ke tempat yang
jauh. Faktor-faktor ini menjadikan desa sebagai suatu entitas sosial
yang unik, dengan pola kehidupan yang lebih stabil dan berbasis
komunitas, serta ketergantungan yang erat terhadap sumber daya alam

yang ada.
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22 3. Ciri Ciri Desa
Desa memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah

lain, sebagaimana dijelaskan oleh Aziz (2021). Salah satu ciri utama
masyarakat desa adalah keterikatan yang erat dengan alam. Kondisi ini
njaclikan sebagian besar mata pencaharian mereka terfokus pada
sektor-sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, peternakan,
dan perikanan. Keterkaitan dengan alam ini juga mencerminkan pola
hidup yang lebih sederhana dan bersahaja, di mana masyarakat desa
cenderung mengelola sumber daya yang tersedia secara langsung untuk
memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, kepadatan penduduk di desa relatif lebih rendah
dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pola permukiman yang khas di
desa ditandai dengan keberadaan rumah-rumah yang memiliki
pekarangan luas dan jarak antar hunian yang cukup berjauhan. Faktor ini
berkontribusi terhadap suasana yang lebih tenang dan lingkungan yang
lebih asri. Dalam aspek sosial, masyarakat desa memiliki interaksi yang
lebih intens dibandingkan dengan masyarakat kota. Pola komunikasi
yang terjalin umumnya bersifat personal dan erat, memungkinkan setiap
individu untuk saling mengenal dan menjalin hubungan yang lebih akrab.

Semangat solidaritas yang tinggi juga menjadi salah satu
karakteristik utama masyarakat desa. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong
royong masih sangat kuat, didorong oleh tujuan bersama dalam aspek
ekonomi, budaya, serta kehidupan sosial secara ) m. Kondisi ini
membentuk masyarakat yang saling membantu dan memiliki rasa
kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

Di samping itu, mobilitas masyarakat desa cenderung lebih rendah
dibandingkan dengan penduduk kota. Keterbatasan peluang kerja dan
kuatnya ikatan sosial dalam komunitas menyebabkan penduduk desa
lebih memilih untuk tetap tinggal di lingkungan mereka. Faktor ini
berkontribusi terhadap stabilitas sosial desa, di mana hubungan
antarmasyarakat tetap terjaga dengan baik, dan nilai-nilai tradisional

tetap lestari dalam kehidupan sehari-hari.
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2.2.4. Fungsi Desa

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memanfaatkan perasaan,
pikiran, dan keinginannya dalam berinteraksi dengan lingkungan
sekitar, yang pada akhirnya menciptakan ke ntungan antara
manusia satu dengan yang lain. Dalam konteks ini, desa memiliki peran
yang signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Tajuddin et al. (2020) serta Yanto Heryanto (2021), desa
berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia yang memenuhi
berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran desa menjadi krusial
dalam menopang keberlanjutan kehidupan sosial, terutama dalam aspek
pemenuhan tenaga kerja dan sumber daya yang mendukung
kesejahteraan komunitas.

Selain itu, desa juga memainkan peran penting sebagai mitra dalam
pembangunan perkotaan. Dengan karakteristiknya yang khas, desa
menjadi pemasok tenaga kerja bagi sektor industri, perdagangan, dan
jasa di wilayah perkotaan. Hubungan timbal balik ini menunjukkan
bahwa desa dan kota memiliki keterkaitan yang erat, di mana desa tidak
hanya menjadi sumber tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi dalam
mendukung dinamika pembangunan ekonomi di wil% perkotaan.
Dengan demikian, peran desa tidak dapat dipandang sebagai entitas
yang terpisah dari kota, melainkan sebagai bagian integral dalam sistem
pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.5.Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa ﬁrupakan suatu sistem organisasi yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
desa. Sistem ini dijalankan oleh Pemerintahan Desa yang didukung
oleh perangkat desa guna memastikan bahwa seluruh fungsi
pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Mengingat kompleksitas
tugas yang diemban, Kepala Desa tidak dapat menjalankan
pemerintahan secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan dari
perangkat desa yang memiliki peran strategis dalam membantu

pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan.
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Secara struktural, pemgrintahan desa terdiri dari beberapa
komponen utama. Pertama, Kepala Desa, sebagai pemimpin utama
dalam pemerintahan desa, yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk
Sekretaris Desa yang bertanggung jawab dalam aspek administratif
dan pelayanan. Kedua, Unsur Teknis, yang memiliki fungsi untuk
mendukung Kepala Desa dalam menangani urusan teknis, seperti
pengelolaan sumber daya air, urusan keagamaan, dan aspek teknis
lainnyadang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga,
Unsur Kewilayahan, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
mengelola dan mengawasi wilayah desa, termasuk peran Kepala
Dusun yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayah-wilayah
tertentu di dalam desa.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas
dari  fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berperan dalam mengawasi
dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh E'nerintahan Desa,
sehingga setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada
prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan asal-usul,
adat istiadat, é’an kepentingan masyarakat setempat. Struktur
pemerintahan desa ini telah diatur secara jelas dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa serta
berbagai regulasi terkait pemerintahan daerah lainnya.

Lebih lanjut, Mulyadi (2021) mengemukakan bahwa
Administrasi Desa merupakan rangkaian kegiataﬁministratif yang
mencakup pengelolaan sumber daya dan potensi desa yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi desa
menjadi instrumen penting dalam proses desentralisasi, di mana
pemerintah desa memiliki tanggung jawab langsung dalam
penyediaan layanan publik, pemb an desa, serta pemberdayaan
masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa tidak hanya

berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai motor
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penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat
lokal.
22.6. Ciri-Ciriﬁmerintahan Desa

Ciri-ciri Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut:

1.

Otonomi

Pemerintahan Desa memiliki hak otonom untuk mengelola
berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
setempat. Ini meliputi pengelolaa anggaran, pelayanan publik,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

. Struktur Pemerintahan;

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang
dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan KepalagResa
(Pilkades). Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri
dari Sekretaris Desa, kepala seksi, dan staf lainnya, yang bertugas

melaksanakan berbagai kegiatan administratif.

. Masyarakat Sebagai Subjek Utama;

Pemerintahan Desa berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat desa, dengan menekankan partisipasi aktif warga dalam

proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan.

. Tugas dan Fungsi

Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan
melaksanakan pembangunan desa,_mengelola anggaran desa,
memberikan layanan publik, serta menjalin kerja sama dengan

pihak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

. Kewenangan D

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki enangan
untuk mengelola urusan pemerintahan lokal, seperti pengelolaan
keuangan desa, pemgpfaatan potensi desa, serta pelaksanaan
pembangunan dan layanan publik yang sesuai dengan

karakteristik desa tersebut.
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2.2.7. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang

dipilih secara lanﬁung oleh masyarakat desa, dengan syarat bahwa
calon megupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
tertentu. Kepala Desa memiliki masa jabatan selama enam tahun sejak
pelantikannya dan dapat menjabat hingga tiga pﬁie, baik secara
berturut-turut maupun tidak. Dalam konteks desa adat, proses
pengisian jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan hukum adat
setempw:lengan ketentuan bahwa Kepala Desa tetap hidup dan
sistem tersebut masih sesuai dengan perkemb masyarakat serta
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut
mengenai mekanisme ini diatur Qam peraturan daerah kabupaten
atau kota. Selain itu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada
Kepala Desa guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat desa.
Dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku,
struktur organisasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 36 erintahan Desa. Peraturan
ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Desa yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa secara lcbih‘;istematis
dan profesional. Berdasarkan regulasi ini, pemerintaharﬁsa terdiri
atas Kepala Desa, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
perangkat desa, yang meliputi sekretariat desa, pelaksana
kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh secorang Sekretaris Desa, yang
bertanggung jawab dalam aspek administratif dan tata kelola
pemerintahan desa. Sekretariat Desa dapat terdiri dari maksimal tiga
bidang utama, yaitu bidang administrasi dan umum, bidang keuangan,

serta bidang perencanaan. Setiap bidang dikepalai oleh seorang kepala
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urusan (Kaur), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan

(3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Sementara itu, Pelaksana Kewilayahan memiliki tugas untuk
i mbantu Kepala Desa dalam mengelola aspek kewilayahan desa.
Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional
berdasarkan kebutuhan dan kapasitas keuangan desa, serta
mempertimbangkan luas wilayah, karakteristik geografis, tingkat
kepadatan penduduk, dan sarana penduk yang tersedia. Dalam
praktiknya, tugas ini umumnya diemban oleh Kepala Dusun atau
sebutan lain yang bertanggung jawab atas pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-
masing.

Selain itu, Pela a Teknis memiliki peran penting dalam
mendukung Kepala sa dalam pelaksanaan tugas-tugas harian
pemerintahan desa. éé i dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, pelaksana teknis dapat terdiri
dari maksimal tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi
kesejahteraan, dan seksi pelayanan, atau minimal dua seksi yang
mencakup ketiga_fungsi tersebut secara terpadu. Dalam menjalankan
pemerintahan desa, Kepala Desa berkoordinasi dengan Sekretaris
Desa serta perangkat desa lainnya, termaﬁ kepala-kepala urusan dan
kepala dusun, yang memiliki peran penting dalam memastikan
pelayanan publik di tingkat desa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Pelaksa Urusan bertanggung jawab dalam
pengelolaan berbagai aspek rumah tangga desa di lapangan, sementara
Kepala Dusun bertindak sebagai perwakilan ? ala Desa di masing-
masing wilayah dusun. Pemerintahan desa juga memiliki kewenangan
dalam tur dan mengelola berbagai urusan rumah tangga desa
melaluinﬁturan desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama

an Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini,
Kepa sa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD,

yang memiliki fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan peraturan
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desa dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di desa. Dengan
demikian, sistem pemerintahan desa tidak hanya berorientasi pada
administrasi pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat

desa.

2.3. Perangkat Desa

2.3.1. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian integral dari pemerintahan desa

yang berfungsi sebagai pelaksana adﬁistrasi pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Struktur perangkat desa
terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai unsur administratif utama,
serta perangkat lainnya yang bekerja di bawah koordinasi Kepala Desa
(Kades). Selain itu, terdapat Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Seksi
(Kasi) yang bertanggung jawab atas berbagai bidang teknis
pemerintahan desa. Untuk aspek kewilayahan, Kepala Dusun (Kadus)
berperan dalam mengelola pemerintahan di tingkat dusun. Jumlﬁ serta
nomenklatur perangkat desa dapat bervariasi, menyesuaikan dengan
kebutuhan serta isi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Seluruh ketentuan ini diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa  (SOTK) guna memastikan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Iskandar dan Sudirman (2023), perangkat desa merupakan

salah satu organ pemerintahan desa yang memiliki peran fundamental
dalam menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat desa.
Sementara itu, Oktaviana et al. (202Q), menegaskan bahwa perangkat
desa memiliki tugas utama dalam membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Keberadaan
perangkat desa bukanlah fenomena baru, sebab sebelum
diberlakukannya Undang-Undang Desa, perangkat desa telah diakui

dalam berbagai regulasi, meskipun cakupan tugas dan tanggung
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jawabnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan

kebijakan pemerintahan.

Lebih lanjut, Heryanto (2021) mengemukakan bahwa perangkat
desa merupakan suatu struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa
beserta staf pendukungnya yang memiliki tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan
desa. Mereka berperan sebagai ujung tombak dalam mengelola
administrasi dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan di
tingkat desa. Sejal%dengan hal tersebut, Hulu dan Zagoto (2022)
menekankan bahwa perangkat desa merupakan elemen struktural dalam
pemerintahan desa yang menjalankan tugas-tugas administratif,
perencanaan, serta implementasi berbagai pro pembangunan desa.
Dalam struktur ini, perangkat desa mencakupg@ala Desa, Sekretaris
Desa, serta Kepala Urusan (Kaur) yang memiliki tugas spesifik dalam

menunjang jalannya pemerintahan desa.

Sebagai contoh konkret, di %sa Gawu Gawu BO’USO,
Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, keberadaan
perangk%sa mengikuti pola yang telah diatur dalam regulasi yang
berlaku. Setiap anggota perangkat desa memiliki peran dan tanggung
jawab yang sesuai dengan tugasnya ma%masing guna mendukung
efektivitas tata kelola desa serta meniggkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Dengan demikian, perangkat desa tidak hanya sckadar
bagian dari birokrasi pemerintahan desa, tetapi juga menjadi aktor
utama dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat yang

berkelanjutan.

2.3.2. Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, berikut adalah indikator yang terkait dengan peran
perangka a:

1. Peran dalam Proses Pengelolaan Anggaran Desa




2.

27

Perangkat desa memiliki peran penting dalam perancangan,
pelaksanaan, pelaporan, dan penatausahaan penggunaan anggaran
dana desa. Mereka membantu memastikan bahwa pengelolaan
anggaran desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan
syarakat.

Memberikan Masukan mengenai Perubahan RAPBDes

Perangkat desa berperan dalam mepherikan masukan atau
rekomendasi terkait perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa atau Badan
Permusyaﬁlratan Desa (BPD). Hal ini memastikan bahwa
anggaran desa disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

prioritas pem unan.

. Memfasilitasi Pengadaan Barang da a

Perangkat desa juga berperan dalam memfasilitasi proses
pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Merekggerlibat dalam
memastikan bahwa proses pengadaan tersebut berjalan dengan

transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta memberikan bimbingan dan
pendampingan kepada warga desa dalam mengakses berbagai

program pemerintah atau inisiatif pembangunan

24. Mekanisme P ngkatan Perangkat Desa
2.4.1. Pengertian Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan

untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses

kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal. Pengangkatan menurut

KBBI adalah Ketetapan atau penetﬁn menjadi pegawai (naik pangkat

dan sebagainya). Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala
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Desa dalam pelaksanaan kebijakan yangdiwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Rindorindo et al., 2021).

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang
telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

A.Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;

2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun;

3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendattaran; dan

4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

B. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persyaratan yang bersifat khusus denganmemperhatikan hak asal
usul dan nilai sosial budayamasyarakat setempat dan syarat lainnya.

C. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dalam Peraturan Daerah

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimanadimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiriatas:

a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal
paling kurang 1 (satu) Tahun sebelumpendaftaran dari Rukun
Tetangga atau Rukun Wargasetempat;

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat

olehyang bersangkutan diatas kertas segel atau bermateraicukup;
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d. ljazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat
kesehatan yang berwenang; dan

g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang
b gkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah di
konsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun
mekanismenya bisa dilihat dalam PP _desa mengatur pengangkatan
perangkat desa, Permendagri 83 tahun 2015 juga mengatur mengenai
mekanisme
A.Pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya

sama dengan yang diatur dalam PP desa:

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang
ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota;

2. Kepala Desa m kan penjaringan dan penyaringan bakal calon
perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah
jabatan perangkat desa kosong atau di berhentikan;

. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat
desa dilakukan paling lama 2 ( bulan setelah jabatan perangkat
desa kosong atau di berhentikan;

4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa
sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang calon konsultasikan oleh
Kepala Desa kepada camat;

5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat
desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau

penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan;
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7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan keputusan Kepala Desa  tentang pengangkatan
perangkat desa; dan

8. Dalam hal rekomedasi camat berisi penolakan, Kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat
desa.

9. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim.

. Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) th a adalah
membantu Kepala Desa dalam melakukan proses pengangkatan
perangkat desa.

. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Timsebagaimana

imaksud pada ayat (1) huruf a diaturdalam Peraturan Kepala Desa.

.Mengajukan Rencana Anggaran Biaya
1. Melaksanakan Penjaringan Bakal Calon
2. Melaksanakan Penyaringan Calon
3. Menyampaikan Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat
Desa Kepada Kepala Desa.

. Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, dilakukan dengan cara :

1. Membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; dan

2. Menerima berkas pendaftaran bakal calon.

. Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢, dilakukan dengan cara :

1. Mereliti kelengkapan persyaratan calon;

2. Melaksanakan seleksi calon;

3. Mengumumbkan hasil seleksi secara terbuka; dan

4. Menyerahkan hasil seleksi calon kepada Kepala Desa.

. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b,
dilakukan dengan cara:

1. Tes kemampuan dasar

2. Wawancara.
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H.Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus bekerjasama dengan pihak ketiga.

I. Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf d, kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh

empat) jam.

2.4.2. Proses Dan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa, sebagaimana dijelaskan

oleh Madjid et al. (2023), terdiri dari serangkaian langkah yang

terstruktur cleréan tujuan untuk memilih individu yang kompeten dan

tepat untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di desa. Berikut

adalah tahapan utama dalam proses tersebut:

a.

Persiapan Pengangkatan Perangkat Desa
Langkah pertama adalah persiapan yang dilakukan oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Pada tahap ini, desa men an jabatan perangkat
desa yang perlu diisi, seperti Sekretaris Desa, Kepala
Urusan (KAUR), Kepala Dusun (KADUS), atau jabatan
lainnya. Setelah itu, panitia pengangkatan dibentuk untuk
mengelola seluruh proses seleksi. Panitia ini bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa proses pengangkatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman Pendattaran

Pengumuman  pendaftaran  adalah  langkah  yang
memberitahukan masyarakat tentang adanya lowongan
jabatan perangkat desa yang perlu diisi. Pengumuman ini
mencakup informasi mengenai jabatan yang kosong,
persyaratan yang harus dipenuhi, serta batas waktu
pendaftaran. Pengumuman dilakukan melalui papan
pengumuman desa, media sosial desa, atau cara lainnya
yang dapat diakses masyarakat. Dokumen yang harus

diserahkan oleh calon perangkat desa, seperti fotokopi
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ijazah, kartu identitas, surat keterangan sehat, dan surat
lamaran, juga disebutkan dalam pengumuman ini.

c. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas
Setelah pengumuman, calon perangkat desa yang
memenuhi syarat dapat mendaftar. Mereka mengajukan
lamaran dan menyerahkan berkas sesuai petunjuk dalam
pengumuman. Panitia kemudian melakukan verifikasi
berkas untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan
dokumen yang diserahkan, serta kesesuaian dengan
persyaratan yang ditetapkan

d. Seleksi Calon Perangkat Desa
Proses seleksi bertujuan untuk menilai kemampuan calon
perangkat desa dalam menjalankan tugas. Seleksi dapat
terdiri dari beberapa jenis tes:

. Tes Tertulis

Menguji  pengetahuan calon perangkat desa mengenai

pemerintahan desa, peraturan perundang-undangan, dan materi

terkait jabatan.

. Tes Wawancara

Menilai  kepribadian, sikap, motivasi, dan kemampuan
komunikasi calon perangkat desa.
. Tes Praktik
Mengukur keterampilan calon dalam menjalankan tugas
administratif, seperti penyusunan dokumen atau penggunaan
aplikasi pengelolaan data.
. Penilaian Rekam Jejak
Memperhitungkan pengalaman kerja dan reputasi calon di
masyarakat.
e. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi
Setelah seleksi selesai, panitia menetapkan hasilnya dan

mengumumkan siapa saja yang lolos untuk mengisi jabatan
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perangkat desa. Pengumuman ini dilakukan secara terbuka
kepada masyarakat, mencantumkan nama-nama yang
ilih dan alasan penetapannya

Pelantikan Perangkat Desa

Perangkat desa yang tegilih dilantik oleh Kepala Desa
dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh BPD, tokoh
masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelantikan,
perangkat desa mengucapkan sumpah jabatan untuk
menjalankan tugas dengan amanah, jujur, dan sesuai
peraturan yang berlaku. Surat Keputusan (SK)

pengangkatan juga diserahkan pada saat pelantikan.

. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Setelah pelantikan, panitia pengangkatan melaporkan

silnya kepada pihak berwenang, seperti camat atau
pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga perlu
melakukan evaﬁ;i dan pemantauan terhadap kinerja
perangkat desa secara ber untuk memastikan bahwa
mereka menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan
yang berlaku.Proses yang tran dan adil ini
diharapkan dapat menghasilkan perangkat desa yang
berkualitas dan siap membantu Kepala Desa dalam
memajukan desa melalui tugas pemerintahan, pelayanan

publik, dan pembangunan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Nama Judul Jenis
No Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
1. | Siti Nur | Evaluasi Proses | Kualitatif, Proses pengangkatan
Aisyah Pengangkatan Wawancara, perangkat desa
(2020) Perangkat Desa | Dokumentasi | cenderung tidak
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di Kabupaten X transparan dan Kkurang
melibatkan masyarakat.
Banyak pelamar yang
tidak mengetahui standar
seleksi.

2. Yudi Kualitatif, Proses seleksi sudah
Setiawan | Evaluasi Sistem | Observasi, cukup baik tetapi
(2021) Pengangkatan Wawancara kurangnya pelatihan dan

Perangkat Desa pengembangan kapasitas

di Desa Z perangkat desa setelah
pengangkatan  menjadi
kendala utama.

3. | Budi Tantangan Kualitatif, Tantangan utama adalah
Santoso | dalam Studi  Kasus, | keterbatasan akses
(2022) Pengangkatan Wawancara informasi dan

Perangkat Desa transportasi, serta

di Daerah rendahnya minat

Terpencil masyarakat untuk
mendaftar sebagai
perangkat desa.

4. | Yudi Pengembangan | Kualitatif, Sistem seleksi perangkat
Setiawan | Sistem Observasi, desa masih menggunakan
(2021) Pengangkatan Wawancara metode tradisional yang

Perangkat Desa tidak berbasis

Berbasis kompetensi.

Kompetensi Pengangkatan perangkat
desa banyak dipengaruhi
oleh kedekatan pribadi.

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

2.6. Kerangka Berpikir
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Kerangka berpikir adalah biasanya juga disebut kerangka konseptual.
Kerangka berpikir adalah uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep
pemecahan masalah y telah diindentifikasikan atau dirumuskan.dan
kerangka berpikir juga dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari
dasar fakta-fakta, hasil observasi,dan kajian kepustakaan. Menurut (Samsu,
2021), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaiamana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai

masalah yang penting.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa
Desa Gawu Gawu BO’USO

| I

Undang- Undang Nomor Proses dan Tahapan
06 Tahun 2014 Tentang
Desa dan Undang-

Undang Permendgari Desa
Nomor 83 Tahun 2015
Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat
Desa

Pengangkatan Perangkat

1. Perencanaan

Perekrutan

Seleksi

Ll

Penempatan




BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan
untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat berbagai fenomena yang
menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan
pemaparan mengenai gejala, fakta, serta peristiwa berdasarkan kondisi yang
diamati, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam
terhadap suatu fenomena (Yanti, 2020). Penelitian deskriptif juga mengacu pada
pendekatan yang menyajikan informasi dalam bentuk kata-kata maupun angka,
dengan merinci tahapan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan mendasar
seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu fenomena terjadi, serta tujuan
dan manfaatnya dalam konteks penelitian (Oliver dalam Zeithml, 2021).

Dalam konteks penelitian kualitatif, Sinaga (2022) menckankan bahwa
metode ini diguna@ untuk menelaah suatu objek dalam kondisi alami, dengan
peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu pendekatan
gabungan W memungkinkan validitas data melalui berbagai sumber dan teknik.
Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana pola-
pola yang ditemukan dalam data membentuk kesimpulan secara bertahap
berdasarkan temuan empiris di lapa

Sebagai pendekatan spesifik dalam penelitian ini, peneliti menerapkan
metode studi kasus. Abubakar (2022) mendefinisikan stuc&sus sebagai salah
satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam
terhadap program, peristiwa, proses, atau aktivitas tertentu, baik yang melibatkan
individu maupun kelompok. Studi kasus memiliki batasan yang jelas dalam aspek
waktu dan aktivitas, serta mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data
secara rinci dan berkelanjutan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang
terstruktur.

Keberhasilan penelitian kualitatif sangat bergantung pada kemampuan

komunikasi dan pemahaman sosial dari peneliti. Kemampuan untuk berinteraksi

36
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secara efektif dalam wawancara serta memahami dinamika sosial yang
berkembang menjadi faktor krusial dalam memperoleh data yang valid dan
mendalam. Jika seorang peneliti tidak memiliki keterampilan yang memadai
dalam menggunakan metode kualitatif, maka tanfangan dalam komunikasi dan
interaksi sosial akan menjadi kendala signifikan dalam proses penelitian. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi
kasus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ilmiah yang ketat
guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang
diteliti.
3.2. Variabel penelitian
Variabel penelitian merujuk pada suatu atribut, karakteristik, atau nilai
yang melekat pada individu, objek, atau aktivitas yang mengalami variasi
tertentu dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Varjabgl ini
ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dikaji secara sistematis %ngga
dapat diperoleh kesimpula g valid dan dapat dipertanggungjawabkan
(Eni, 2022). Indikator dari masing-masing variabel penelitiw:lapat diamati
dalam Tabel 3.1 berikut, yang berisi parameter-parameter yang digunakan

untuk mengukur serta menganalisis variabel-variabel tersebut dalam konteks

penelitian ini.

Tabel 3.1
Indikator Variabel Penelitian
Variabel Indikator
Evaluasi 1. Efektivitas

2. Efisiensi
Kecukupan
4. Perataan

5. Responsivitas

6. Ketepatan
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Menurut unn (2003:608-610), istilaaluasi merujuk pada suatu
konsep yang berhubungan dengan penerapan beberapa skala nilai terhadap
hasil kebijakan dan program. Dalam hal ini, evaluasi dapat disamakan
dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian
(assessment). Lebih lanjut, menurut Dunn (2003:429-438), terdapat enam

kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

. Efektivitas (effectiveness): Mengacu pada sejauh mana suatu alternatif

kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi tujuan
yang ditetapkan melalui tindakan tersebut. Efektivitas, yang berhubungan
erat dengan rasionalitas teknis, umumnya diukur berdasarkan unit produk
atau layanan yang dihasilkan, atau nilai moneternya.

Efisiensi (efficiency): Berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang identik dengan
rasionalitas ekonomi, mengukur hubungan antara efektivitas dan usaha,
yang pada umumnya dihitung dalam bentuk biaya moneter.

Kecukupan (adequacy): Merujuk pada sejauh mana tingkat efektivitas
yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
muncul sebagai masalah. Kriteria ini menekankan pada hubungan yang
kuat antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan.

Perataan (equity): Terkait dengan rasionalitas legal dan sosial, perataan
merujuk pada distribusi dampak dan usaha di antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria ini mengedepankan keadilan

alam pembagian manfaat atau beban dari kebijakan yang diterapkan.

. Responsivitas (responsiveness): Menilai sejauh mana suatu kebijakan

dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok
masyarakat tertentu. Responsivitas dianggap sangat penting, karena
meskipun kebijakan dapat memenuhi kriteria ecfektivitas, efisiensi,
kecukupan, dan perataan, hal itu tetap tidak akan berhasil jika tidak
mampu merespons kebutuhan yang sebenarnya dari kelompok yang
diuntungkan.

Ketepatan (appropriateness): Merupakan kriteria yang berkaitan dengan

rasionalitas substantif, dan mencakup lebih dari satu kriteria sekaligus.
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Ketepatan menilai sejauh mana tujuan-tujuan suatu program sesuai dengan

nilai-nilai atau harga yang diterapkan, serta sejauh mana asumsi yang

mendasari tujuan tersebut kuat dan relevan.

3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian di lakukan di

Kantor Desa Gawu-Gawu BO’USO,

Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Arah

Tuhemberua KM 11, 2.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan

Kegiatan
IProposal
Skripsi
IKonsultasi
Kepada
Dosen

IPembimbin

8

JADWAL

Epril

2024

Juni
2024

Juli
2024

Agustu
s 2024

September Oktober

2024

2024

4111234

1

2

3 4

1123

23

4

IPendaftara
n Seminar
IProposal
Skripsi

IPengumpul

an Data

[Penulisan

Naskah

Ujian
Skripsi

Sumber : Olahan Peneliti (2025).
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Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berfokus pada upaya untuk mencari dan
mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan masalah yang
sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan Suno (2019:194), sumber data
dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer

Data primer merujuk pada pengumpulan informasi secara langsung
melalui berbagai metode, seperti observasi, ﬂvancara, pencatatan di
lapangan, serta pemanfaatan dokumen terkait. Sumber data primer adalah
informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan
narasumber Qg relevan. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa data primer
merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada
pengumpul data.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung
data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku,
majalah, koran, serta arsip tewis yang berhubungan dengan objek yang akan
diteliti dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah
sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data,
melainkan diperoleh dari sumber yang dapat mendukung penelitian, seperti
dokumentasi dan literatur.
Instgumen Penelitian

Alat penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial
yang diamati (Sugiyono, 2018:148). Dalam konteks penelitian ini, peneliti
menggunakan instrumen untuk mengukur respons dari responden yang
menjadi objek penelitian. Selama proses observasi, fenomena yang diamati
dikenal sebagai variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumen
utama adalah peneliti itu sendiri. Qleh karena itu, penulis akan terlibat secara
aktif dalam seluruh rangkaian gelitian, mulai dari pengumpulan data,
analisis data, hingga diskusi hasil temuan dan penyusunan kesimpulan

berdasarkan persepsi yang diperoleh.
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3.6. eknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh, data
yang relevan dan berkualitas. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik
pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang
memenuhi standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat
dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi (pengamatan),
wawancara, dﬁdokumentasi (Sugiyono, 2020).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi

Observasi adalah mgigde pengumpulan data yang sangat penting
dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat,
observasi harus dilakukan oleh peneliti yang telah menjalani pelatihan yang
memadai serta melakukan persiapan yang teliti dan lengkap. Berdasggkan
pengertian tersebut, peneliti akan melakukan observasi langsung di Desa
Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, untuk
mengamati proses pengadaan perangkat desa.
b. W cara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan
interaksi langsung antara peneliti dan onnden dengan tujuan untuk
memperoleh informasi secara langsung. Dalam wawancara, peneliti akan
mengajukan serangkaian pert an kepada responden dan mencatat atau
merekam jawaban mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan,
pengala, dan persepsi dari subjek penelitian. Wawancara akan dilakukan
secara mendalam denganderbagai pihak yang terlibat dalam proses
pengadaan perangkat desa, antara lain:
a. Pemimpin Desa
b. Petugas Sekretariat Desa

Pengelola Keuangan Desa

d. Staf Desa dan Warga/Calon Staf Desa
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¢. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian bertujuan untuk
mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian
penting dari berbagai dokumen resmi yang memiliki relevansi dan pengaruh
terhadap lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dokumen merupakan
catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, regulasi,
gambar, atau karya monumental dari seseorang. Contohnya termasuk daftar
hadir, berita acara, serta hasil dari kegiatan pengadaan peralatan desa.
Penelitian dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam penerapan metode

obs si dan wawancara dalam studi kualitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah pelaksanaan wawancara dan verifikasi terhadap data primer

serta sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan

bahasan terhadap hasil uji serta wawancara yang telah dilakukan.

@c’;umt Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133), aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh, di mana data yang diperoleh
sudah cukup lengkap.

Sugiyono (2020:131) mengemukakan bahwa analis'ﬁlata adalah proses
yang sistematis dalam mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh
dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Hal ini dilakukan
dengan cara mengorganisasi data dalam kategori-kategori, memecahnya
menjadi unit-unit kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih
informasi yang relevan untuk dipelajari, se& menarik kesimpulan yang
memudahkan pemahamgg,baik bagi peneliti maupun orang lain. Langkah-
langkah analisis data ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui

observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi atau kombinasi
ketiganya (triangulasi). Proses ini dapat berlangsung selama berhari-hari
kan berbulan-bulan, menghasilkan data yang sangat banyak dan beragam.

Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap objek yang




43

diteliti, dengan merekam semua hal yang dilihat dan didengar. Dengan
demikian, peneliti akan memperoleh sejumlah besar data yang bervariasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)
Menurut Sugiyono (2019:249), reduksi data adalah proses yang sensitif

dan memerlukan pemikiran kritis, serta pemahaman yang mendalam. Peneliti
akan mulai berbicaradlengan pihak vyang dianggap ahli saat mereka
melakukan proses ini. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin
kompleks dan rumit data g diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk
segera melakukan analisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum,
memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial, serta mencari tema
dan pola yang muncul. Proses ini akan menghasilkan data yang lebih
terstruktur, memudahkan peneliti untuk melanjutkan analisis selanjutnya dan
memudahkan pencarian data jika diperlukan.

c. Penyajian Data
Sugiyono (2019) menyatakan bahv@penyajian data bertujuan untuk

mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan
langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dalam
penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk teks naratif yang disusun
b arkan data yang telah direduksi sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2019:252) mengemukakan bahwa
"hasil pcnclitiﬁualitatif berarti merupakan temuan baru yang belum ada
sebelumnya." Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang
sebe ya tidak jelas, yang setelah penelitian menjadi terang. Hasilnya juga
bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Kesimpulan
penelitian kualitatif biwja tidak sepenuhnya menjawab masalah yang
dirumuskan di awal. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono
2019:252), kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat

berubah seiring dengan ditemukannya bukti baru.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran U Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Gawu-gawu Bo’uso

Desa Gawu-gawu Bo’uso merupakan salah satu desa yang
terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Desa ini
memiliki sejarah panjang, dengan status sebagai Kampung adat yang
sudah terbentuk sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Nama Desa
Gawu-gawu Bo’uso sebelumnya dikenal sebagai Banua Bo’uso, dan
pada tahun 1955, Kepala Kampung saat itu, Bapak Domaisi Zega (Ama
Zarododo Zega), memimpin kampung ini dengan status kampung
Gawu-gawu Bo’uso. Seiringderjalannya waktu, terjadi beberapa
pergantian kepala kampung. Pada tahun 1979, diadakan pemilihan
Kepala Kampung dan nama jabatan tersebut diubah menjadi @pala
Desa, yang kemudian dipilih oleh masyarakat desa, seperti yang berlaku
hingga sekarang. Pada pemilihan a'sebut, Bapak HAOGOWOLO’O
Zega (Ama Tema Zega) terpilih sebagai Kepala Desa Gawu-gawu
Bo’uso. Desa ini sebelumnya berada di bawah naungan Kecamatan
Tuhemberya, Kabupaten Nias, dan pada tahun 2006, setelah pemekaran
wilayah, Desa Gawu-gawu Bo’uso bergabung dengan Kecamatan
Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Fatizanolo Zega
sebagai Kepala Desa.

Di Desa Gawu-gawu Bo’uso, terdapat banyak lahan kosong dan
kebun karet yang merupakan warisan turun-temurun. Namun, seiring
bertambahnya usia pohon karet, hasil getahnya mulai menurun.
Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai penyadap karet dan petani
sawah, sementara sebagian kecil bekerja sebagai tukang, kuli bangunan,
nelayan, pedagang, pengusaha kecil, karyawan swasta, dan pegawai
negeri. Ibu rumah tangga umumnya mengurus rumah tangga, sementara
perempuan yang bekerja sering kali menjadi penyadap karet atau kuli,

namun tidak mendapatkan penghasilan tetap. Banyak kepala keluarga
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221
yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari.

Sayangnya, di desa ini terdapat sejumlah tantangan sosial,
seperti banyak anak-anak yang putus sekolah dan sejumlah warga yang
menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Masyarakat desa
masil-wnjalankan kegiatan ekonomi secara tradisional, disebabkan
oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih serta
keterbatasan modal untuk berusaha. Para nelayan di desa ini juga masih
bergantung pada metode tradisional dalam menangkap ikan. Hal ini
sering kali mengakibatkan kesulitan, terutama saat musim panen ikan
melimpah, namun permintaan pasar kurang karena terbatasnya fasilitas
penampungan ikan dan kurangnya pengetahuan nelayan dalam
mengelola hasil tangkapan agar dapat meningkatkan nilai pasar,
meskipun hasil tangkapan berlimpah.

Banyak juga warga Desa Gawu-gawu Bo’uso yang beternak
Babi dan Ayam yang dibuat scbagai sampingan dikarenakan SDM
untuk mengelola Peternakan Kurang dan Modal ih sedikit
didapatkan, sehingga terkadang hasil kurang memuaskan.Desa Gawu-
gawu Bo’uso terletak di dalam Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara

Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara : Desa Tetehosi AfiaKecamatan Gunungsitoli
Utara Kota Gunungsitoli
b. Sebelah Timur : Desa Afia dan Desa Olora Kecamatan

Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli

c. Sebelah Selatan : Desa  Loloanaa  Lolomoyo  Kecamatan
Gunungsitoli Utara Koﬁunungsitoli
d. Sebelah Barat : Desa Lasara Sowu amatan Gunungsitoli

Utara Kota Gunungsitoli.
Desa Gawu-gawu Bo’uso memiliki luas wilayah sekitar 1384

hektar, dengan 65% dari luas tersebut berupa daratan yang memiliki




46

topografi berbukit-bukit, sementara 35% lainnya dimanfaatkan sebagai
lahan pertanian dan perkebunan. Iklim di Desa Gawu-gawu Bo’uso,
seperti halnya desa-desa lainnya di Indonesia, terdiri dari dua musim,
yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pola iklim ini memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan pertanian dan perkebunan
yang berlangsung di desa ini, mempengaruhi jenis tanaman yang dapat
ditanam serta waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pertanian
dan perkebunan.
4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Jumlah penduduk di kecamatan gunungsitoli utara
Desa menurut desa dan jenis kelamin (jiwa)
gunungsitoli Laki-Laki Perempuan Jumlah
utara 2020 2020 2020
Hiligodu Ulu 335 403 738
Hilimbowo 273 340 613
Olora
Olora 1223 1.223 2446
Gawu Gawu 1.145 1.308 2453
BO’'USO
Loloanaa/ 532 571 1.103
Lolomoyo
Lasara Sowu 976 1.076 2.052
Hambawa 763 804 1.567
Tetehosi Afia 1.019 1.096 2.115
Afia 948 979 1.927
Teluk Belukar 1501 1.579 3.080
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4.1.4. Visi dan Misi
Desa Gawu-Gawu BO’USO adalah sebuah desa yang mungkin
memiliki visi dan misi yang spesifik untuk pengembangan dan kemajuan
desanyﬁiasanya, visi dan misi desa dirumuskan untuk mencerminkan
tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk
mencapainya. Meski tidak memiliki data spesifik tentang desa ini, berikut
adalah contoh umum dari Visi dan Misi desa yang bisa diadaptasi untuk
wu-Gawu BO’USO.
A. Visi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan
dan secara potensi untuk terwujudnya arah mana dan apa yang
diwujudkan oleh suatu organisasi dimasa depan. Visi harus mampu
memberi daya tarik dan konsisten, eksis, antisifatif secara inisiatif dapat
dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi atay masyarakat
sehingga semuanya merasa memiliki Visi tcrscbut.@alam upaya
mewujudkan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
maka Visi Desa Gawu-gawu BO’USO adalah :
“MELAYANI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT
DENGAN PENUH PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB”.
. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa
organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi
ada, apa yang dilakukanya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah
suatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi suatu instansi sebagai
penjabaran dari Visi yang telah di tetapkan. Dengan pernyataan ini Misi
diharapakan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal instansi tersebut, mengetahui peran dan programnya serta
hasil yang diperoleh dimasa mendatang.
Berikut Misi Desa Gawu-gawu "USO untuk pencapaian Visi
yang tersebut diatas: Selain daripada Visi juga ditetapkan Misi yang

memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai
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Visi Resa tersebut. Pernyataan Visi selanjutnya di jabarkan didalam
Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Adapun misi tersebut
adalah :

1. Meneruskan program yang sedang dilaksanakan dengan penuh
pengabdian bersama dengan lembaga dan perangkat desa yang sudah
ada, menambahkan / mengurangi kekurangan-kekurangan yang
dihadapi selama ini dengan penuh kebersamaan.

2. Menjalankan program pemerintah yakni mendirikan BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa).

4.1.4. Struktur Perangkat Desadi Desa Gawu-Gawu Bo’uso
Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Desa Gawu Gawu BO’USO

Sumber : SOTK Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bo’uso (2024).
4.1.5. Tugas ;dan Fungsi
A.Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban
Kepala Desa
a.Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
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b.Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan =~ Desa,dan  pemberdayaan  masyarakat
Desa.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa
mempunyai wewenang:

¢.Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d.Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

e. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

f. Menetapkan Peraturan Desa;

g.Menetapkan APB Desa;

h.Membina kehidupan masyarakat Desa;

i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

j. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

k.Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk seb besarnya kemakmuran masyarakat desa

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

a. Sekretaris Desa berperan sebagai bagian dari pimpinan
Sekretariat Desa.

b. Tugas Sekretaris  Desa adalah  memberikan  dukungan
kepada Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan.

c. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Desa memiliki
beberapa tanggung jawab:

1. Melaksanakan kegiatan ketarﬁlsahaan yang mencakup
pengelolaan naskah, surat-menyurat, arsip,
dan pengiriman.

2. Mengelola urusan umum termasuk pengorganisasian
Administrasi perangkat desa, penyediaan fasilitas untuk
perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan
aset, inventarisasi, perjalanan dinas, sertapelayanan
umum.

3. Menangani masalah keuangan yang meliputi
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pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan sumber

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, serta pengelolaan penghasilan

Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga
merintah desa lainnya.

. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
melakukan inventarisasi data terkait pembangunan, serta
melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
menyusun laporan.

. Mengelola buku administrasi desa sesuai dengan tugas
Sekretaris Desa atau berdasarkan keputusan dariKepala
Desa.

. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala
Desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1.

Kepala seksi umum berperan sebagai bagian dari tim

sekretariat tim sekretariat.

. Kepala seksiumum memiliki tugas untuk mendukung

Sekretaris Desa dalam hal administrasi yang berkaitan

dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.’

. Menjalankan rbagai tugas dinas lainnya yang

diinstruksikan oleh atasan.
Dalam menjalankan tugas, kepala seksi umum memiliki

fungsi:

. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah

dinas;

. Menjalankan pengelolaan surat dan dokumen;

. Melaksanakan pengarsipan dan pengiriman dalam

pemerintahan desa;;

. Melaksanakan penyusunan administrasi bagi perangkat

desa;

. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;




51

Persiapan pertemuan;

Administrasian terkait aset desa;

P el s

Administrasian inventarisasi desa;
i. Pengadministrasian perjalanan dinas;

j- Melaksanakan pelayanan umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1.

2.

3.

4.

Kepala bagian perencanaan berada dalam posisi sebagai bagian
dari staf sekretariat.
ala bagian perencanaan memiliki tanggung jawab untuk
membantu Sekretaris Desa dalam hal pelayanan administrasi yang
mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
Menjalankan berbagai tugas dinas lain yang diinstruksikan oleh
atasan.
Dalam menjalankan peran sebagai kepala bagian perencanaan, ia
memiliki funai-fungsi berikut:
a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;
b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDes);
¢. Mengumpulkan data yang diperlukan  untuk pembangunan
Desa;

d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap program-

program Pemerintahan Desa;
e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk desa
(RPJMDesa) dan rencana keﬁpemerintah Desa (RKPDesa);
f. Membuat laporan mengenai kegiatan-kegiatan ~ yang  ada
di Desa;

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1.
2.

Kepala seksi perencanaan merupakan bagian dari staf sekretariat
Kepala seksi perencanaan memiliki  tanggung jawab untuk
mendukung Sekregaris Desa  dalam layanan administrasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.




52

4. Dalam menjalankan tugasnya, kepala seksi perencanaan memiliki

beberapa fungsi;

a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;

b. Menyusun RAPBDes

c.

d.

c.

Mengumpulkan data terkait pembangunan Desa;

Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program
Pemerintahan Desa;

Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa

(RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

1. Orang yang memimpin seksi pemerintahan berpera sebagai

penyelenggar teknis dalam sektor pemerintahan.

2. Orang yang memimpin seksi pemerintahan memiliki tan g

jawab untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan tugas

operasional di bidang pemerintahan.

3. Dalam menjalankan ftugas, orang yang memimpin seksi

pemerintahan memiliki peran;

a.

b.

C.

™

=2 =]

Menjalankan pengelolaan administrasi di tingkat desa;
Membuat draft peraturan untuk desa;

Melakukan bimbingan terkait isu pertanahan;

Melaksanakan bimbingan untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di masyarakat desa;

Menjalankan pengembangan terkait isu demografi;

Menyusun dan mengelola daerah Desa;

clakukan pengumpulan data dan pengelolaan Profil Desa;

. Melaksanakan tugas-tugas dinas ~ lainnya yang  diberikan

oleh pimpinan

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berfungsi sebagai komponen pelaksana

teknis dalam sektor kesejahteraan..
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2. Kepala seksi pelayanan memiliki tanggung jawab untuk
mendukung Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di
bidang pelayanan.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi pelayanan memiliki
peranan:

a. Melaksanakan  penyuluhan dan  motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
Desa;
d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan
ketenagakerjaan masyarakat Desa;
e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai
dan rujuk;
f. Melaksanakan pekerjaan teknis wurusan kelahiran dan
kematian;
g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
i. Melaksanakan pembangunan bidang Keschatan;
H.Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun
1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugaskewilayahan
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di
wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam

menjaga lingkungannya.
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d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam penelitian ini, in‘wan yang berhubungan dengan pengangkatan

perangkat desa dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Nama- Nama Informan Penelitian

No Informan Jumlah

1 Kepala Desa 1 Orang

2 Sekretaris Desa 1 Orang

3. Perangkat desa 10 Orang

4 BPD 5-9 Orang

5 Anggota Masyarakat 5-10 Orang

Sumber: Olahan Peneliti ( 2025).
4.2, Hasil Penelitian
4.2.1 Proses Pengangkatan dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa
Di Desa Gawu-Gawu BO’USO  Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Utara
Hasil penelitian ini merupak sebuah karya tulis ilmiah yang
menyajikan informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari lapangan.
Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dengan
informan, observasi, serta dokumentasi yang disesuaikan dengan_acuan yang
telah ditetapkan, dengan objek penelitian yang berfokus pada g;esa Gawu-
gawu Bo’uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami prosedur yang diterapkan dalam proses
pengangkatan perangkat desa, termasuk tahapan seleksi, mekanisme
ngangkatan, serta aturan-aturan yang digunakan dalam proses tersebut.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah proses pengangkatan

perangkat desa di Gawu-gawu Bo'uso telah efektif dalam memenuhi

kebutuhan administrasi desa dan apakah perangkat desa yang terpilih
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sudah memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini
berupaya mengevaluasi tingkat transparansi dalam proses pengangkatan
perangkat desa, dengan fokus pada sejauh mana masyarakat dilibatkan
dalam pengambilan keputusan dan untuk memastikan bahwa proses
pengangkatan dilakukan dengan akuntabilitas yang baik.

Perangkat desa memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan
pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertanggung &ab atas
pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran desa, serta memberikan
pelayanan publik kepada masyggakat. Oleh karena itu, proses
pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan cermat, transparan,
dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat menghasilkan
apatatur yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab.

Di Desa Gawu-gawu Bo’uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Utara, proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya mengikuti
prosedur administratif yang berlaku, tetapi juga melibatkan partisipasi
masyarakat dalam pemilihan kat yang memenuhi standar
kompetensi dan etika yang baik. Artikel ini akan membahas secara
mendalam mengenai proses pengangkatan perangkat desa dan
implementasi regulasi yang berlaku di desa tersebut. Proses
pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

Proses Pengangkatan angkat Desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO
sesuai dengan regulasi PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015

A. Penetapan Kebutuhan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan penetapan
kebutuhan perangkat desa oleh Kepala Desa, ﬁrdasarkan pada hasil
evaluasi dan analisis tugas-tugas pemerintahan yang ada di desa. Pada
uﬁumnya, perangkat desa yang dibutuhkan meliputi jabatan seperti:

a. Sekretaris Desa

b. Kepala Urusan (Kaur) Tata Pemerintahan

c. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

d. Kepala Dusun (Kadus)

e. Staf Administrasi
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f. Kepala Urusan Pelayanan
g. Kepala Urusan Perencanaan
Penetapan jabatan ini didasaﬁn pada prinsip bahwa perangkat desa
harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan desa dalam
menjalankan Pemerintahan Desa.
2. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Setelah kebutuhan perangkat desa ditetapkan, tahap berikutnya adalah
pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa. Panitia ini biasanya
terdigi dari:
a.Kepala Desa.
b.Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
¢.Tokoh Masyarakat.
d.Perangkat Desa yang Lama

Panitia ini bertugas untuk memastikan proses seleksi berlangsung
dengan transparan dan objektif. Mereka ju kan membuatjadwal
seleksi, kriteria penerimaan, serta prosedur administrasi yang harus
dipenuhi oleh calon perangkat desa.

3. Pengumuman dan Pendaftaran

Setelah panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumumkan
pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Pengumuman ini
disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi desa, seperti papan
pengumuman, media sosial desa, atau rapat warga. Pengumuman ini
memuat informasi mengenai:

a. Jabatan yang dibutuhkan.

b. Persyaratan administrasibagi calon perangkat desa.

c. Proses pendaftaran dan batas waktu pcndafta.

Pendaftaran dibuka untuk umum, namun calon perangkat desa
harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh panitia.
Bﬁrapa persyaratan umumnya meliputi:

a. ga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di desa.
b. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.
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¢. Memiliki ijazah minimal SMA/SMK (tergantung pada jabatan
yang dilamar).
d. Tidak terlibat dalam tindakan pidana (diutamakan surat keterangan
bebas kriminal).
4. Seleksi Administratif dan Kompetensi
Setelah pendaftaran, panitia pengangkatan perangkat desa akan
melakukan seleksi administratif untuk memverifikasi kelengkapan
berkas. Calon yang lulus seleksi administratif akan mengikuti seleksi
kompetensi yang terdiri dari:
a. Tes tertulis, untuk mengukur pemahaman tentang Pemerintahan
Desa, administrasi, dan kebijakan yang berlaku.
b. Wawancara, untuk menilai kemampuan komunikasi dan wawasan
calon terkait dengan masalah yang ada di desa.
¢. Tes kemampuan teknis, terutama bagi calon yang melamar untuk
jabatan dengan spesialisasi tertentu, misalnya, Kepala Urusan
Keuangan yang harus memahami pengelolaan anggaran.
5. Pengumuman Hasil Seleksi
Setelah proses seleksi selesai, panitia akan mengumygnkan
hasil seleksi calon perangkat desa. Selanjutnya, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan verifikasi
terhadap hasil seleksi dan memberikan rekomendasi kepada
Kepala Desa untuk pengambilan keputusan akhir.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasoniaman Zega,
S.Pd., yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa pada Jumat, 13
September 2024, pukul 08.41 WIB di kantor Desa Gawu-Gawu
Bo’uso, beliau menyatakan bahwa:
“Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
Bo’uso pada dasarnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan
pemerintah maupun peraturan yang berlaku di tingkat desa.
Secara umum, kami menjalankan beberapa langkah dalam

pengangkatan perangkat desa, yaitu: Penyusunan Kebutuhan dan
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Persyaratan, Pendaftaran dan Seleksi, Musyawarah Desa dan
Penentuan, Pelantikan, Masa Kerja, serta Evaluasi. Mengenai
kesesuaian prosedur ini dengan regulasi yang berlaku, kami sudah
memastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan telah sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa,
Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Desa yang ada. Kami selalu
mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk
dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengangkatan perangkat desa.”

dasarkan wawancara dengan Bapak Yasoniaman Zega,
S.Pd., dapat disimpulkan bahwa proses penﬁkatan perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Proses tersebut meliputi beberapa
tahapan yang jelas, yaitu penyusunan kebutuhan dan persyaratan,
pendaftaran dan seleksi, musyawarah desa dan penentuan,
pelantikan, masa kgrja, serta evaluasi. Selain itu, pengangkatan
perangkat desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip
transparansi, akuntabilia dan keterlibatan masyarakat, serta
memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Desa, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Desa yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Gawu-Gawu
Bo’uso pada Jumat, 13 September 2024, hasil penelitian ini
menunjukkanﬂ]wa proses pengangkatan perangkat desa telah
dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Proses tersebut terdiri dari langkah-langkah yang
terstruktur dengan jelas, mulai dari penyusunan kebutuhan dan
persyaratan, pendaftaran dan seleksi, hingga pelantikan dan
evaluasi masa kerja perangkat desa. Pengangﬁtan perangkat desa
juga dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, yang mencerminkan

komitmen pemerintah desa dalam mematuhi regulasi yang




59

berlaku serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses

tersebut. Secara keseluruhan, pros ini menunjukkan

pelaksanaan pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-

Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Per

relevan.

Adapun

data

perangkat desa

ran Desa yang

di desa gawu-gawu

O’USO kec. gunungsitoli utara kota gunungsitoli pada tabel

berikut:
Tabel. 4.3. Data Perangkat Desa
No | Nama Lengkap Jenis NomorSK Tanggal Jabatan
Kelamin EERINEE Pengangkatan Penganggakatan
1. | Yasoniaman Zega Laki- S-1 100.3.3.3.-19 Tahun | 1 Februari 2024 Pj.
Laki 2024 Kepala
Desa
2. | Kurniaman Zega Laki- S-1 16 Tahun 2018 14 April 2018 | Sekretari
Laki s Desa
3. Yuni Vertaman Laki- S-1 16 Tahun 2018 14 April 2018 Kaut
Harefa,SE Laki Tata
Usaha
dan
Umum
4. | Berkat Kristiaman | Laki- SMA 16 Tahun 2018 14 April 2018 Kaur
Zega Laki Keuanga
n
5. Faizal Laki- S-1 17 Tahun 2021 17 Desember Kaur
Mendrofa,SP Laki 2021 Perencan
aan
6. | Riccy Anwarman Laki- S-1 16 Tahun 2018 14 April 2018 Kasi
Zega SE Laki Pemerint
ahan
7. Liniaman Sir Laki- SMA 17 Tahun 2021 17 Desember Kasi
Zega Laki 2021 Kesejaht

craan
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8. Bebalazi Zega Laki- SMA 6 Tahun 2015 28 Oktober 2015 Kasi
Laki Pelayana
n
9. Delisman Zega Laki- SMA 17 Tahun 2021 '17 Desember Kepala
Laki 2021 Dusun I
10. Zeiman Zega Laki- SMA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
Laki 202 Dusun II
11. | Aperman Zega Laki- SMA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
Laki 202 Dusun
I11
12. Yakoh Zega Laki- SMA 17 Tahun 2021 17 Desember Kepala
Laki 202 Dusun
I\Y

BO’USO memiliki struktur yang cukup terorganisir dengan baik, terdiri
dari jabatan-jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
perangkat desa. Pembaruan dalam pengangkatan perangkat desa,
baik di tahun

penyegaran dan penyesuaian struktur organisasi yang bertujuan untuk

Berdasarkan tabel diatas perangkat desa di Desa Gawu-Gawu

2018, 2021, maupun 2024, mencerminkan adanya

meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2. Implementasi Regulasi Perangkat Desa

Sete

diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

pengangkatan, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO

regulasi yang berlaku. Implementasi regulasi ini mencakup beberapa hal:

Pelatihan dan Pembekalan
Perangkat desa y

pelatihan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa, pengelolaan

keuangan desa,

dan hak serta

menjalankan Pemerintahan Desa. Hal

memastikan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang baik

ajiban

baru dilantik diberi pembekalan dan

mereka dalam

dilakukan untuk
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mengenai regulasi yang berlaku dan dapat melaksanakan tugasnya

dengan efektif.

b. PembagianTugas dan Fungsi

Setiap perangkat desa diberikan tugas dan tanggung jawab yang

spesifik, seperti bidang keuangan, perencanaan, pelayanan

masyarakat, dan lain-lain. Pembagian tugas ini dilakukan
berdasarkan kebutuhan desa dan keahlian yang dimiliki oleh
masing-masing perangkat desa.

c. Pengawasandan Evaluasi

Implementasi regulasi perangkat desa juga melibatkan mekanisme

pengawasan dan evaluasi. Sct'ﬂp tahapan pelaksanaan program

desa dievaluasi secara berkala oleh Kepala Desa bersama dengan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi ini bertujuan

untuk etahui sejauh mana perangkat desa menjalankan

tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada.
d. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu regﬁi penting dalam implementasi Pemerintahan

Desa adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan untuk

menyampaikan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada
masyarakat melalui pertemuan rutin atau forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Liniaman Zega/ sebagai perangkat
desa pada Selasa 17 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-
gawu BO’USO beliau mengatakan:

“'Bahwa saya menerima pelatihan dan informasi terkait tugas dan
tanggungjawab. Saya scbagai ﬁrangkat desa setelah terpilih kami
mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan,
saya merasa lebih siap ah dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab saya sebagai perangkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Liniaman Zega, perangkat desa di

Desa Gawu-Gawu BO’USO, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan
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informasi yang diterima setelah terpilih menjadi perangkat desa
berperan penting dalam  meningkatkan kesiapan dan kemampuan
mereka. Program pelatihan yang diadakan oleh ﬁmﬁ:rintah desa dan
daerah memberikan arahan yang jelas, sechingga perangkat desa dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terarah dan
efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam penelitian i
menunjukkan bahwa pelatihan dan informasi yang diberikan kepada
perangkat desa berperan penting dalamﬂleningkatkan kapasitas dan
kesiapan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun
pemerintah daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat
desa merasa lebiﬁiap dan terarah dalam melaksanakan peran mercka
secara efektif. Hal ini  menunjukkan bahwa program pelatihan
merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan

kinerja perangkat desa.
4.2.3 Tantangan dalam Implementasi Regulasi

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinyﬁli lapangan tidak
selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini
adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Perangkat desa seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal
pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas mereka secara
efektif. Meskipun telah ada pelatihan, tidak semua perangkat desa
memiliki latar belakang yang cukup untuk mengelola hal-hal teknis
seperti pengelolaan anggaran desa atau penyusunan perencanaan
pembangunan.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Meskipun sosialisasi dilakukan dengan baik, beberapa masyarakat

masih kurang aktif dalam proses musyawarah desa dan pengambilan
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keputusan. Hal ini menyulitkan perangkat desa dalam memperoleh
masukan yang konstruktif dari warga.

c. Birokrasi yang Lambat
Beberapa proses administratif yang melibatkan tingkat kecamatan atau
pemerintah kota terkadang mengalami keterlambatan, yang berdampak
pada keterlambatan pelaksanaan program-program desa.

Berdasarkan hasil wawancara Raradodo Zega/ sebagai
Masyarakat desa pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib dikantor
desa gawu-gawu BO’USO beliau mengatakan:

“’Bahwa sejauh ini didesa gawu-gawu BO’USO berusaha untuk
selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan
perangkat desa. Kami sudah mengacu pada peraturan pemerintahan serta
peraturan desa yang telah disahkan salah satu masalah adalah adanya
desa kekurangan dalam pemahaman masyarkat dan perangkat desa
terkait peraturan yang berlaku, sehingga kadang ada komunikasi atau
ketidaﬁuaian dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raradodo Zega, dapat
disimpulkan bahwa, desa gawu-gawu BO’USO sudah berusaha untuk
selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan
perangkat desa, dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan
peraturan desa yang telah disahkan. Namun, terdapat tantangan utama
berupa kurangnya pemahaman masyarakt dan perangkat desa terkait
peraturan yang berlaku, yang kadang menyebabkan adanyay
ketidaksesuain atau masalah dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian di desa gawu-gawu
BO’USO dapat disimpulkan bahwa meskipun desa ini sudah berusaha
untuk selalu mematuhi peraturan regulasi yang ada dalam setiap proses
pengangkatan perangkat desa, masih terdapat tantangan besar dalam hal
pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap peraturan yang
berlaku. Meskipun telah mengacu pada peraturan pemerintah dan
peraturan desa yang telah disahkan, kurangnya pemahaman ini sering

kali menyebabkan ketidaksesuai atau masalah dalam pelaksanaan
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regulasi baik dalam aspek pengangkatan perangkat desa maupun dalam
interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. hal ini menunjukkan
pentingnya peningkatan pemahaman tgntang peraturan tersebut agar
implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan
tujuan yang diinginkan.

Jadi_Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO telah dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Namuwmplementasi regulasi perangkat desa
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia

rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemerintahan Desa.
h karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia perangkat desa, memperkuat partisipasi

masyarakat, dan mempercepat birokrasi dalam Pemerintahan Desa.

a. Pelatihan Lanjutan
Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, perlu dilakukan
pelatihan lanjutan secara berkala terkait manajemen Pemerintahan
Desa, keuangan desa, dan pelaksanaan program-program
pembangun
b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah desa harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat
untuk terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi
program desa, schingga ftercipta pemerintahan yang lebih
partisipatif.
c. Perbaikan Proses Administrasi
Perlu ada perbaikan dalam hal pengelolaan administrasi
Pemerintahan Desa agar proses pelayanan kepada masyarakat
dapatberjalan lebih cepat dan efisien.
uelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perbaikan sistem pengangkatan dan implementasi regulasi perangkat
desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO serta desa-desa lain yang berada

dalam konteks serupa.




65

424.Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat
Desa Di Desa Gawu-Gawu BO’USO Dan Dampaknya Terhadap Proses
Seleksi
Proses pengangkatan perangkat di Desa Gawu-Gawu Bo’uso
memerlukan perencanaan yang cermat, tidak hanya dalam hal prosedur
seleksi, tetapi juga dalam pengelolaaggaran yang memadai. Anggaran
yang dialokasikan untuk proses ini memiliki peran yang sangat penting
untuk menjamin bahwa seleksi perangkat desa dapat dilaksanakan dengan
transparan, adil, dan efisien. Pengelolaan anggaran yang tepat akan
mendukung kelancaran setiap tahapan seleksi, mulai dari sosialisasi,
pelatihan, ujian, hingga pengawasan. Sebaliknya, anggaran yang terbatas
dapat menghambat jalannya proses seleksi dan berpotensi merugikan
kualitas hasil seleksi yang dihasilkan.

Di Desa Gawu-Gawu Bo’uso, alokasi anggaran untuk pengangkatan
perangkat desa mencakup berbagai pos penting, seperti biaya sosialisasi,
biaya administrasi, honorarium untuk panitia seleksi, biaya pelatihan atau
ujian bagi calon perangkat desa, serta biaya logistik yang meliputi
transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Penyediaan anggaran yang
cukup untuk sosialisasi memastikan bahwa seluruh warga desa mendapat
informasi yang jelas dan komprehensif mengenai persyaratan dan tahapan
seleksi, sehingga proses seleksi dapat berjalan dengan partisipasi
masyarakat yang optimal. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami
proses seleksi dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga transparansi
serta keadilan.

Tabel 4.4
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA GAWU-GAWU BO’USO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN ANGGARAN | SUMBER BIDANG/PENGGUNAAN
DANA ANGGARAN
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PENDAPATAN
Dana Desa (DD) 9179700000 | APBN Digunakan untuk berbagai bidang
0 idesa  seperti  penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Bagian Dari Hasil Pajak | 6055049100 | APBD Digunakan untuk Sarana dan

Dan Retribusi Daerah | 0 Kota Prasarana Pemerintahan Desa dan

Kabupaten/Kota Administrasi Kependudukan serta

(BHPRD) Pencatatan Sipil.

Alokasi Dana Desa | 29.964.28500 | APBD Digunakan untuk pengeluaran di

(ADD) Kota Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Sarana dan
Prasarana, Kelembagaan
Masyarakat, serta berbagai sub-
bidang lainnya.

Jumlah Pendapatan 1.553.439.195

00

BELANIJA

Bidang 6695035950

Penyelenggaraan 0

merintah Desa

Sub Bidang | 534.996.8640 | ADD dan | Digunakan untuk gaji da.umjangan

Penyelenggaraan 0 DD aparat desa serta biaya operasional

Belanja  Penghasilan Pemerintahan Desa

Tetap, Tunjangan Dan

Operasional

Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana Dan | 59.160.931,00 | ADD dan | Digunakan k pembangunan

Prasarana Pemerintahan BHPRD sarana dan prasarana pendukung

Desa kegiatan Pemerintahan Desa.

Administrasi 30.496.800,00 | DD Digunakan untuk kegiatan

Kependudukan, administrasi  kependudukan  dan
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Pencatatan Sipil,

Statistik Dan Kearsipan

catatan sipil serta kegiatan

statistik dan kearsipan di desa.

Sub Bidang Tata Praja | 44.849.000,00 | DD Digunakan untuk kegiatan

Pemerintahan, perencanaan, pelaporan dan

Perencenaan, Keuangan pengelolaan keuangan desa.

Dan Pelaporan

Bidang Pembangunan | 608.712.9720

Desa 0

Pendidikan 50.626.000,00 | DD Digunakan untuk pembangunan dan
peningkatan fasilitas pendidikan di
desa.

Kesehatan 1204514000 | DD Digunakan untuk pembangunan dan

0 pengembangan fasilitas kesehatan di

desa.

Pekerjaan Umum Dan | 380.627.7500 | DD Digunakan untuk pekerjaan umum

Penataan Ruang 0 dan pembangunan infrastruktur,
serta penataan ruang di desa.

Kawasan Permukiman | 52.687.822,00 | DD Digunakan untuk pengembangan dan
penataan kawasan permukiman di
desa.

Sub Bidang | 4.320.000,00 | DD Digunakan untuk pengembangan

Perhubungan, sarana perhubungan dan komunikasi

Komunikasi, Dan serta infrastruktur informatika di

Informatika desa.

Bidang Pembinaan @

Kemasyarakatan Desa | 73.463.500,00

Sub Bidang | 26.367.000,00 | DD Digunakan untuk kegiatan yang

Ketenteraman, mendukung  ketenteraman  dan

Ketertiban Umum Dan
Perlindungan

Masyarakat

perlindungan masyarakat desa.
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Sub Bidang ADD Digunakan untuk penguatan
Kelembagaan 47.096.500,00 kelembagaan masyarakat  dan
Masyarakat pemberdayaan lembaga desa.
Bidang Pemberdayaan | 7.871.000,00

Masyarakat Desa

Peningkatan Kapasitas | 7.871.000,00 | DD

Aparatur Desa

Digunakan unﬁ pelatihan  dan

peningkatan  kapasitas  aparatur

Pemerintahan Desa.

Bidang 103.888.128 0

Penanggulangan 0

Bencana, Keadaan

Darurat Dan Mendesak

Sub Bidang Keadaan | 6.688.128,00 | DD Digunakan untuk penanggulangan
Darurat keadaan darurat di desa.

Sub Bidang Keadaan | 187.200.0000 | DD Digunakan  untuk  penanganan
Mendesak 0 keadaan mendesak dan darurat di

desa.

JUMLAH BELANJA

Rp. 1.553.439.195,00

Sumber: Olahan ADD Desa Gawu-Gawu BO’USO ( 2023/2024).

Berdasarkan pada tabel diatas Anggaran pendapatan Desa Gawu-
Gawu BO’USO pada tahun ini berjumlah Rp 1.553.439.195,00 yang
berasal dari tigae sumber utama: Dana Desa (DD) sebesar Rp
01797000000 dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah (BHPRD) sebesar Rp 29.964.28500 dari APBD Kota, dan
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 605.504.910.00 juga dari APBD
Kota. Untuk belanja, desa ini mengalokasikan dana yang sama yaitu Rp

1.553.439.195 00. untuk Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desalengan total Rp 669.503.595 00,

Belanja terbesar dialokasikan

yang mencakup pengeluaran untuk Penghasilan tetap dan operasional
perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan, serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Pembangunan Desa

mendapatkan anggaran sebesar Rp 608.712.972,00, yang digunakan
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untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan

ruang, serta kawasan permukiman. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

sa mendapat anggaran Rp 73.463.500,00, dengan fokus pada
ketenteraman, ketertiban umum, dan kelembagaan masyarakat. Bidang
Pembﬁayaan Masyarakat Desa memiliki anggaran Rp 7.871.000,00,
yang digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Terakhir,
Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat memiliki
alokasi Rp 193.888.128,00, yang digunakan untuk keadaan darurat dan
mendesak.

Berdasarkan informasi yang ada anggaran untuk belanja desa di
desa gawu-gawu BO’USO sudah di alokasikan dan kemungkinan besar
sudah di selenggarankan. Anggaran untuk penghasilan tetap dan
tunjangan perangkat desa. Sarana prasanan, administrasi
kependudukan, serta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
kemungkinan telah digunakan atau sedang berjalan, mengingat
anggaran tersebut di prioritaskan untuk kebutuhan operasional desa
yang rutin. sementara itu, bidang penanggulangan bencana dan
keadaan darurat juga dialokasikan untuk digunakan dalam situasi
darurat yang tak terduga, meskipun tidak disebutkan apakah sudah
terjadi penggunaan dana tersebut.

Anggaran untuk pengangkatan perangkat desa secara keselpruhan
tidak di sebutkan, namun beberapa bagian dalam bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnmterkait dengan
penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, menggunakan dana
desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu biaya untuk
operasional perangkat desa kemungkinan telah di penuhi dari anggaran
tersebut. anggaran

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran sudah dialokasikan secara
merata ke berbagai bidang yang sangat penting untuk berkelanjutan
Pemerintahan Desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa

luruh alokasi anggaran akan mendukung berbagai sektor , mulai dari

pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan ,
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anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut digunakan untuk
berbagai program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta penanggulangan
bencana di desa.

425, Kebijakan Yang Diterapkan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di
Desa Gawu-Gawu BO’USO Dan Perbandingannya Dengan Standar
Dari Kemendagri

Di Desa Gawu-Gawu Bo’uso, kebijakan yang diterapkan dalam proses
pengangkatan perangkat desa dirancang untuk mengakomodasi kebutyhan
spesifik desa, namun tetap berupaya sejalan dengan pedoman dan standar yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan
akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan dengan
memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri dan dibandingkan
dengan standar yang berlaku.

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo’uso
imulai dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang
mendalam kepada warga mengenai tahapan seleksi, kriteria calon perangkat
desa, serta hak dan kewajiban mereka. Kebijakan ini sejatinya sejalan
dengan ketentuan yang diatur oleh Kemendagri, yang me uskan agar
masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dan seleksi perangkat desa.
Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pemerintah desa wajib
menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait
rekrutmen perangkat desa, termasuk sosialisasi mengenai persyaratan dan

mekanisme seleksi yang berlaku.

Tabel 4.5
PERBANDINGANNYA DENGAN STANDAR
DARI KEMENDAGRI.
Aspek Kebijakan Kebijakan di Desa | Standar Kemendagri
Gawu-Gawa BO’USO | (Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014)

Tahapan Pengangkatan | 1. Penyusunan 1. Penyusunan kebutuhan
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kebutuhan dan
persyaratan
perangkat desa.
2. Pendaftaran dan
seleksi.
3. Musyawarah desa
dan penentuan.

4. Pelantikan.

dan persyaratan
perangkat desa.

2. Pendaftaran dan seleksi
terbuka.

3. Musyawarah desa dan
penetapan.

4. Pelantikan.

Evaluasi Kinerja Evaluasi dilakukan | Evaluasi kinerja perangkat
setiap 5 atau 6 tahun, | desa  dilakukan  secara
tergantung pada | berkala,
kesepakatan dalam | minimal setiap 5 tahun,
musyawarah desa. melibatkan masyarakat dan

unsur pemerintah.

Keterlibatan Proses  pengangkatan | Proses pengangkatan harus

Masyarakat perangkat desa | melibatkan masyarakat
melibatkan masyarakat | melalui musyawarah desa
dalam musyawarah | sebagai bentuk partisipasi
desa yang menentukan | aktif.
perangkat desa yang
terpilih.

Transparansi dan | Semua tahapan | Pengangkatan perangkat

Akuntabilitas pengangkatan desa harus dilakukan secara
dilakukan secara | transparan, akuntabel, dan
transparan dan | terbuka, memastikan
akuntabel, dengan | masyarakat dapat
keterbukaan informasi | mengakses informasi terkait

kepada masyarakat.

proses tersebut.

Masa Kerja Perangkat
Desa

Masa kerja perangkat
desa ditentukan dalam
kesepakatan

musyawarah desa,

Masa kerja perangkat desa
maksimal 6 tahun dengan
berkala

evaluasi untuk

memastikan kinerja yang
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umumnya 5 hingga 6 | sesuai dengan kebutuhan

tahun. 46) desa.
46
Pengawasan oleh | Pengawasan terhadap | Pengawasan terhadap
Pemerintah Kecamatan | perangkat desa | perangkat desa oleh BPD

dilakukan oleh Kepala | dan pemerintah kecamatan
Desa, BPD, tokoh | untuk memastikan
masyarakat, dan unsur | perangkatdesa menjalankan
kecamatan dalam | tugas sesuai dengan

evaluasi. peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega / sebagai BPD pada

Selasa 17 September 2024 10:00 Wib dikantor desa gawu-gawu
BO’USO beliau mengatakan:

““Bahwa Secara umum, untuk menjaga transparansi dan
akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-
Gawu BO’USO. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada
beberapa tantangan yang kadang muncul terkait masalah
transparansi dan akuntabilitas. Salah satu masalah yang kadang
terjadi adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat
mengenai proses evaluasi perangkat desa. Beberapa warga
mungkin merasa bahwa proses evaluasi yang dilakukan kurang
terbuka atau kurang melibatkan mereka secara langsung. Untuk
mengatasi hal ini, kami berusaha untuk lebih sering mengadakan
pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana
evaluasi dilakukan dan kriteria apa saja yang digunakan dalam
menilai kinerja perangkat desa.

“’Berdasarkan hasil wawancara, diatas dapat disimpulkan bahwa
transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di
Desa Gawu-Gawu BO’USO sudah diperhatikan, meskipun masih
ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal
ini, upaya peningkatan komunikasi dengan masyarakat dilakukan

dengan cara mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan
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penjelasan yang lebih jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria

penilaian Kinerja per%at desa.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gawu-
Gawu BO’USO telah berupaya untuk menjaga prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasi
perangkat desa. Desa ini berusaha untuk memagtikan bahwa
seluruh proses evaluasi dilakukan dengan terbuka, sesuai dengan
peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. salah
satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses evaluasi
perangkat desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai proses evaluasi tersebut. Beberapa warga merasa bahwa
evaluasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak melibggkan
mereka secara langsungdalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam evaluasi perangkat desa, beberapa langkah yang disarankan
yaitu, Peningkatan frekuensi pertemuan, Penyusunan materi
sosialisasi, Memanfaatkan teknologi Dengan langkah-langkah
ini, diharapkan proses evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-
Gawu BO’USO dapat berjalan lebih terbuka, transparan, dan
partisipatif,  serta  dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakatterhadap pemerintah desa dan kinerja perangkat desa

yang dievaluasi.
42.6 Laporan Persepsi Masyarakat Mengenai Transparansi Proses
Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO’USO

Laporan ini menggambarkan persepsi masyarakat Desa Gawu-
Gawu BO’USO mengenai transparansi dalam proses pengangkatan
perangkat desa. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan warga,
banyak yang merasa ahwa proses pengangkatan perangkat desa kurang
terbuka dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagian besar
warga menginginkan adanya sosialisasi yang lebih jelas dan forum yang

memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat atau memilih
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calon perangkat desa. Mereka khawatir adanya praktik tidak transparan

seperti nepotisme atau kolusi dalam pengangkatan tersebut. Masyarakat

berharap pemerintah desa dapat

memperbaiki komunikasi dan

keterbukaan, serta melibatkan warga lebih dalam dalam setiap tahapan

seleksi perangkat desa agar tercipta proses yang adil, transparan, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.6

Data Laporan Persepsi Masyarakat

Aspek vang | Persentase Keterangan

Dipersepsikan Responden

Transparansi  Proses

Pengangkatan

Informasi tentang proses 65% Mayoritas responden

pengangkatan perangkat merasa mereka

desa sudah cukup jelas mendapatkan
informasi yang cukup
mengenai proses
pengangkatan.

Proses pengangkatan 55% Sebagian besar

perangkat desa dilakukan responden merasa

secara terbuka prosesnya cukup
terbuka, namun
beberapa merasa
kurang terbuka.

Prosedur gangkatan 72% Responden mayoritas

perangkat desa sesuai
dengan  aturan  yang

berlaku

asa prosedur
sudah sesuai dengan
aturan, namun ada
beberapa yang merasa

kurang jelas.

Keterlibatan
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Masyarakat dalam

Proses Evaluasi

Masyarakat  dilibatkan 50% Banyak yang merasa

dalam tahap evaluasi tidak sepenuhnya

perangkat desa terlibat dalam
evaluasi, terutama
dalam  pengambilan
keputusan.

Musyawarah desa 45% Scbagian besar

dilaksanakan dengan merasa bahwa

partisipasi aktif musyawarah desa

masyaraka dilakukan, namun
ada kekurangan
dalam partisipasi
aktif masyarakat.

Pemahaman

Masyarakat tentang

Proses Evaluasi

Pemahaman masyarakat 40% Banyak yang

tentang kriteria penilaian mengaku tidak

perangkat desa memahami
sepenuhnya  tentang
kriteria yang
digunakan dalam
evaluasi perangkat
desa.

Adanya penjelasan yang 35% Mayoritas merasa

memadai mengenai kurang mendapat

proses evaluasi penjelasan yang jelas
mengenai proses
evaluasi dan kriteria
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yang diterapkan.

Tantangan dalam

Meningkatkan

Transparansi

Kurangnya pemahaman 60% Masyarakat

masyarakat tentang umumnya merasa

proses evaluasi tidak cukup diberi
pemahaman terkait
proses evaluasi
perangkat desa.

Terbatasnya sarana atau 55% Fasilitas  komunikasi

fasilitas komunikasi yang dirasa masih kurang,

ada yang menyulitkan
masyarakat untuk
memperoleh informasi
yang jelas.

Kendala waktu yang 50% Beberapa warga

membatasi partisipasi

masyarakat

menyatakan kesulitan
untuk mengikuti
pertemuan atau proses
evaluasi akibat

keterbatasan waktu.

Berdasarkan hasil

transparansi dalam pengangkatan perangkat

desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO telah dilaksanakan, masih ada

tantangan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang merasa kurang

dilibatkan dalam proses evaluasi, serta terdapat kekurangan pemahaman

tentang prosedur dan kriteria penilaian. Tantangan lainnya termasuk

keterbatasan sarana komunikasi dan waktu yang menghambat partisipasi

aktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi,

fasilitas komunikasi, dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat

desa.
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4.2.7. Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi

Transaparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa

seharusnya memastikan bahwa seluruh tahapan dan informasi terkait
seleksi dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. namun sering kali
ditemukan keterbatasan dalam hal ini. Pertama, masih terdapat banyak
desa yang tidak memiliki sistem informasi yang cukup baik berkenaan
dengan pengangkatan perangkat desa. Akibatnya, masyarakat kurang
memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai proses
pemilihan kriteria yang digunakan, serta siapa saja yang terlibat dalam
pengangkatan tersebut. Padahal, akses informasi yang transparan sangat
penting untuk menghindari praktik nepotisme atau penyalahgunaan
wewenang dalam seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai
Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00
Wib dik desa gawu-gawu BO’USO beliau mengatakan:

“’Bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi
pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO,
secara umum, sudah cukup baik, tetapi tentu ada beberapa
tantangan. Kami selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat
dalam setiap tahapan evaluasi, mulai dari sosialisasi,
pengumpulan masukan, hingga pelaksanaan musyawarah desa.
Adapun hambatan dalam partisipasi masyarakat yaitu
Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang
Berbeda, Tingkat, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik,
Kurangnya Fasilitas atau Sarana Komunikasi,

Berdasarkan hasil dari wawancar yang telah dilakukan,
dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun keterlibatan
masyarakat dalam proses penilaian pemilihan perangkat desa di
Desa Gawu-Gawu BO’USO secara umum sudah cukup baik,
terdapat  beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam

meningkatkan keterlibatan masyarakat, kurangnya Kesadaran
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Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Masalah Waktu
dan Keterbatasan Fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa
Gawu-Gawu BO’USO bahwa secara umum partisipasi
masyarakat dalam proses evalyasi pengangkatan perangkat desa
di Desa Gawu-Gawu BO’USO sudah berjalan dengan cukup baik.
Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal.
Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya evaluasi
perangkat desa, Perbedaan Tingkat Pendidikan yang
mengakibatkan sebagian warga merasa kurang mampu untuk
memberikan masukan yang ﬁnstmktif, Masalah Waktu
danKeterbatasan Fisik warga yang bekerja di luar rumah,

sehingga tidak bisa hadir dalam setiap kegiatan evaluasi,

Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal dokumentasi dan pelaporan

yang

memadai. Di beberapa desa, proses pengangkatan perangkat

desa dilakukan secara manual dan tj terdokumentasi dengan baik,

sehingga kesulitan untuk memastikan bahwa proses tersebut sudah sesuai

dengan proglur yang berlaku. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan

informasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

integritas pengangkatan perangkat desa, bahkan memicu spekulasi yang

merugikan pihak yang terlibat.

1.

Keterbatasan dalam Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa juga
menghadapi berbagai keterbatasan. Idealnya, proses pengangkatan
perangkat desa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik
dalam memberikan masukan mengenai calon perangkat desa
maupun dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada
kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada level
yang sangat formal atau hanya mencakup sekelompok orang yang
memiliki kedekatan dengan Kepala Desa atau aparat desa.Hal ini

mengurangi keberagaman suara dan aspirasi masyarakat dalam
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menentukan perangkat desa yang tepat.Beberapa faktor yang

mempengaruhi  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam

pengangkatan perangkat desa antara lain adalah kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai mekanisme seleksi dan hak
mereka untuk terlibat. Selain itu, ada pula kecenderungan budaya
hierarkis di sebagian desa yang membuat masyarakat enggan untuk
menyuarakan pendapat atau bertanya mengenai proses
pengangkatan, karena dianggap tidak sopan atau melanggar norma
yang ada. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan politik dan
pemahaman mengenai pentingnya peran serta dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan desa.

2. Dampak Keterbatasan Transparansi dan Partisipasi

Keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi ini
berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pengangkatan
perangkat desa. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat
tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah pengangkatan
tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur. Sementara itu,
rendahnya  partisipasi ~ masyarakat dapat  menyebabkan
ketidakpuasan, konflik, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah
desa. Hal ini juga bisa memperburuk masalah korupsi atau
penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat secara
keseluruhan.

Secara keseluruhan, keterbatasan dalam implementasi
transparansi dan partisipasi dalam pengangkatan perangakat desa dapat
menghambat terciptanya Pemerintahan Desa yang akuntabel dan adil.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah desa untuk
meningkatkan sistem informasi dan dokumentasi yang lebih terbuka, serta
mendorong keterlibatan mayarakat dalam setiap tahapan seleksi perangkat
desa. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya
transparansi dan partisipasi juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih
aktif dan sadar akan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan
didesa.
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4.2 .8. Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder
Peningkatan kompetensi dan keterlibatan stakeholder merupakan
aspek penting dalam memastikan proses pengangkatan perangkat desa
berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Proses pengangkatan
perangkat desa tidﬁanya membutuhkan prosedur yang jelas, tetapi juga
keterampilan dan pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang
terlibat, baik itu pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait
lainnya. Dalam konteks ini, dua elemen yang sangat berpengaruh adalah
kompetensi pihak yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan stakeholder
dalam setiap tahapan pengangkatan. Kompetensi dalam pengangkatan
per t desa merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki
oleh pihak yang tabat dalam proses tersebut, seperti Kepala Desa, panitia
seleksi, maupun calon perangkat desa itu sendiri. Kepala Desa, panitia
seleksi, dan calon perangkat desa harus memiliki pemahaman yang kuat
mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kompetensi dalam
aspek teknis dan sosial sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas
Pemerintathesa secara efektif Peningkatan kompetensi sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilakukan
secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada.
a. Kompetensi Panitia Seleksi dan Kepala Desa
Panitia seleksiperangkat desa harus memiliki kompetensi dalam hal
manajerial dan pengetahuan yang cukup mengenai prosedur seleksi
yang transparan dan adil. Selain itu, Kepala Desa juga perlu
dilengkapi dengan pemahaman tentang regulasi yang mengatur
pengangkatan perangkat desa, serta prinsip-prinsip good
governance. Untuk itu, pelatihan dan workshop bagi Kepala Desa
dan panitia scleksi sangat penting agar mercka mampu
menjalankan tugasnya dengan baik, menghindari konflik
kepentingan, dan memastikan proses seleksi berlangsung secara
objektif.

b.  Kompetensi Calon Perangkat Desa
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Selain itu, calon perangkat desa juga harus memiliki kompetensi

yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Dalam banyak
kasus, pengangkatan perangkat desa tidak hanya bergantung pada
kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga
kemampuan profesional dan keterampilan yang relevan. Oleh
karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan
pelatihan atau pendidikan bagiﬁon perangkat desa guna
memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas
administratif dan pelayanan publik.
c.  Penggunaan Teknologi dalam Seleksi

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam
seleksi perangkat desa juga sangat penting. Misalnya, dengan
memanfaatkan sistem informasi manajemen atau platform digital
untuk menyebarkan informasi terkait seleksi, mengelola
pendaftaran calon peran% desa, hingga melakukan ujian atau
penilaian berbasis online. Dengan adanya teknologi yang memadai,
proses seleksi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat
dijangkau oleh lebih banyak orang.

Keterlibatan stakeholder dalam pengangkatan perangkat desa
sangat krusial untuk menciptakan sebuah proses yang demokratis dan
akuntabel. Stakeholder yang dimaksud tidak hanya mencakup pemerinatah
desa dan calon perangkat desa.Keterlibatan stakeholder dalam proses
pengangkatan perangkat desa juga berperan penting dalam keberhasilan
pengangkatan tersebut. Menunjukkan bahwa stakeholder seperti camat,
BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat memiliki peran
yang cukup besar dalam memberi masukan terkait calon perangkat desa.
Walaupun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap seleksi dan
pengangkatan perangkat desa masih terbatas. Sebagian besar keputusan
pengangkatan masih dominan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD,
dengan sedikit keterlibatan pihak lain, termasuk masyarakat yang

seharusnya lebih terlibat melalui mekanisme musyawarah desa.




82

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega/ sebagai BPD pada
Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu
BO’USQgheliau mengatakan:

“Bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam
musyawarah peﬁangkatan dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-
gawu BO’USO BPD ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang
mengatur tﬁg pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi
perangkat desa sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan
transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mikha zega dapat
disimpulkan bahwa BPD memilik peran yang sangat penting dalam
proses musyawarah, pengangkat an evaluasi perangkat desa di desa
gawu-gawu BO’USO. BPD turﬁikut serta dalam merumuskan peraturan
desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, schingga
proses sclc]ﬁerangkat desa memiliki landasan hukum yang jelas dan
transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa
dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan prinsip
keterbukaan dan kejelasan regulasi.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian dapat disimpulkan
bahwa BPD memainkan peran yang sangat penting dalam musyawarah,
pengangkatan.dan evaluasi perangkat desa. BPD tidak hanya terlibat

am pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam
merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan
perangkat desa. Dengan adanya peraturan desa yang jelas suadh
disahkan, proses seleksi perangkat desa memiliki dasar hukum yang kuat
dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa
berjalan secara adil dan terstruktur, serta mengurangi potensi masalah
atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, sangat penting
dalam menciptakan proses pengangkatan yang akuntabel. Keterlibatan
stakeholder lainnya, seperti camat dan lembaga-lembaga pelatihan, juga

memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa
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prosedur pengangkatan dijalankan an adil.Keterlibatan stakeholder
yang lebih intensif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam
proses pengangkatan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya
untuk memperluas peran masyarakat dalam proses seleksi, serta
memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa de lembaga
pendidikan atau pelatihan untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki
kompetensi dan integritas yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan
kompetensi perangkat desa dan keterlibatan stakeholder sangat
berpengaruh _pada keberhasilan pengangkatan perangkat desa. Beberapa
rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah desa perlu meningkatkan program pelatihan yang
lebih komprehensif untuk perangkat desa, baik sebelum
maupun sesudah  pengangkatan, guna meningkatkan
kompetensi mereka dalam berbagai aspek tata kelola
Pemerintahan Desa.
b. Perluasan Keterlibatan Stakeholder

Proses seleksi perangkat desa seharusnya melibatkan lebih
banyak pihak, termasuk masyarakat desa, untuk memastikan
bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan transparansi
dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Penguatan Sistem Evaluasi

Perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat desa
untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang sesuai
dengan tuntutan tugas dan peran mereka di desa.

429, Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data

menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan efektivitas dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam
pengangkatan perangkat desa. keterlibatan masyarakat dalam proses

evaluasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai
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bagaimana kebijakan atau program yang dijalankan berdampak langsung
pada kehidupan mereka. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa,
masyarakat dapat mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut
memberikan manfaat nyata atau justru menciptakan ketidakpuasan atau
ketidakadilan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat
akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena
mereka yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal.
Menurut Pengumpulan data secara partisipatif juga dapat mengurangi bias
yang mungkin muncul jika hanya bergantung pada data yang diperoleh
melalui saluran administratif formal, yang kadang tidak mencerminkan
pandangan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam
pengumpulan data dan evaluasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi
dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sckretaris
Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor
desa gawu-gawu BO’USO beliau mengatakan

** Bahwa ada beberapa kesulitan yang kami hadapi dalam
mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan untuk evaluasi
pengangkatan perangkat desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari
masyarakat, ketidaktepatan waktu pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniaman Zega, Sekretaris
Desa Gawu-Gawu BO’USO pada 18 September 2024, dapat disimpulkan
bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam mengumpulkan data atau
informasi yang diperlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa,
yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta ketidaktepatan
waktu dalam pengumpulan data. Hal ini menunjukkan tantangan dalam
melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam memastikan proses
pengumpul%ata berjalan tepat waktu

Dari hasil wawancara dan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa
untuk meningkatkan pengumpulan data yang lebih efektif, perlu adanya

upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan
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waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih matang antara pihak desa

dan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam evaluasi akan merasa lebih memiliki
keputusan yang diambil dan lebih percaya bahwa proses tersebut
dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka. Hal ini juga membantu
meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Keterlibatan
masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data sangat penting untuk
meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, terutama dalam
pengangkatan perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam kedua hal
tersebut dapat memperkaya informasi yang ada, memperbaiki kualitas
pengambilan keputusgg, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas
proses Pemerintaharﬁsa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa
untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat
dalam setiap tahap evaluasi dan pengumpulan data yang berhubungan
dengan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi

Peningkatﬁtransparansi dan akuntabilitas dalam regulasi sangat
penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan
Desa, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan
pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan,
pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Regulasi yang jelas dan
transparan akan menciptakan kepercayaan publik, sementara akuntabilitas
memastikan bahwa  setiap  kebijakan dan  keputusan dapat
dipertanggungjawabkan.

1. Menyusun Regulasi yang Jelas dan Mudah Diakses
Upaya pertama dalam meni kan transparansi adalah dengan
menyusun regulasi yang jela:gdapat dial&s oleh seluruh pihak
yang berkepentingan, terutama masyarakat. O arena itu, setiap
regulasi yang diterapkan harus ditulis dalam bahasa yang mudah

dimengerti dan dapat diakses oleh seluruh lapisan




86

masyarakat.Selain itu, regulasi mengenai pengangkatan perangkat
desa, penggunaan anggaran, serta kebijakan lainnya harus
dipublikasikan melalui saluran yang transparan, seperti situs web
resmi desa atau papan pengumuman di balai desa, untuk
memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap
informasi yang relevan.

. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Regulasi

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui forum
musyawarah desa atau konsultasi publik. Dalam forum-forum ini,
masyarakat dapat memberikan masukan terkait rancangan regulasi
yang akan diterapkan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.Selain itu, proses
konsultasi yang terbuka juga memungkinkan berbagai pihak,
termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya, untuk memberikan
pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dipersiapkan.
Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam
setiap keputusan yang diambil.

. Pengawasan yang Efektif dan Partisipatif

Pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti melalui peran
aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok
masyarakat lainnya, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan
kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu model
pengawasan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis
komunitas, di mana masyarakat berperan langsung dalam
mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah desa.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, maka regulasi
yang ada dapat dijalankan dengan lebih transparan, dan hasilnya
bisa lebih mudah dipertanggungjawabkan.

. Penguatan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa harus memberikan laporan berkala mengenai
penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil dari

pengangkatan perangkat desa. Laporan ini harus mudah diakses
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oleh publik dan disampaikan dengan cara yang jelas dan terperinci.
Selain itu, harus ada mekanisme untuk menerima dan
menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat terkait
dengan pelaksanaan regulasi atau program yang ada. Sistem
pelaporan yang baik akan memperkuat akuntabilitas karena
pemerintah desa wajib menjelaskan setiap keputusan dan
tindakannya.
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi
Dalam era digital, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi
atau situs web untuk mempublikasikan dokumen-dokumen
penting, seperti peraturan desa, anggaranﬁn hasil evaluasi
program. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi
kapan saja dan di mana saja.Selain itu, teknologi juga dapat
digunakan untuk memfasilitasi proses konsultasi publik atau
pelaporan lah secara lebih efisien, sehingga lebih banyak
masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa  Peningkatan
sparansi dan akuntabilitas dalam regulasi Pemerintahan Desa
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai
pihak. Regulasi yang jelas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan,
pengawasan yang melibatkan masyarakat, sistem pelaporan yang
transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah-langkah
penting untuk mencapai tujuan gipi, Melalui upaya-upaya tersebut,
diharapkan pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih
terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USODi Desa Gawu Gawu Bouos Kec.Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli Utara
Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencakup

kesesuaian prosedur, keterlibatan masyarakat, dan transparansi proses
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seleksi. Berdasarkantemuan penglifian, prosespengangkatan perangkat
desa di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh
peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat
desa cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan kedekatan
personal, sehingg nurunkan objektivitas dan keadilan dalam proses
tersebut.Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan menilai informasi mengenai suatu kegiatan, program,
kebijakan, atau proses denﬁm tujuan untuk mengukur efektivitas,
efisiensi, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan
berjalan sesuai dengan rencana, apakah hasilnya sesuai dengan yang
diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area
yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo
(2021) evaluasi adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program, serta untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang berjalan.
Dalam konteks evaluasi pengangkatan perangkat ﬁsa, evaluasi
dilakukan untuk menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pengangkatan
tersebut transparan, dan apakah perangkat desa yang terpilih memiliki
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.Secara
administratif, desa ini telah mengikuti sebagian besar prosedur yang
diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa.
Namun, evaluasi lebih mendalam menunjukkanbahwa kurangnya
pengawasan dari pihak yang berwenangdan rendahnya pemahaman
masyarakat tentang hak dan prosedur yang benar menjadi masalah utama.

Banyak warga yang tidak terlibat langsuﬁilam proses evaluasi, yang

seharusnya menjadi salah satu prinsip pengangkatan perangkat
desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pengangkatan perangkat desa adalah proses penting dalam struktur

Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas
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administratif dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran
tentang sejauh mana prosedur dan mekanisme yang ada sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting
untuk merujuk pada teori-teori Pemerintahan Desa yang relevan serta
hasil studi kasus yang ada, khususnya yang berkaitan dengan praktik
terbaik dalam pengangkatan perangkat desa. Menurut Sutrisno (2019)
dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Desa" menyebutkan bahwa
proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan seluruh
elemen desa. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahwartisipatif
yang meneckankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang
lebih transparan dan responsif.

Namun, berdasarkan temuan awal di Desa Gawu-Gawu BO'USQO,
proses pengangkatan perangkat desa di sana masih sering diwarnai oleh
kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipas'mBerdasarkan
wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa
cenderung dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan
musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan menghambat
pelaksanaan program-program yang lebih efektif. Selain itu,
pengangkatan yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat
menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan
kesempatan.

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya "On Democracy"
menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan,
termasuk pada tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya
memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek

pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses pengangkatan
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perangkat desa. Hal ini juga didukung oleh litian yang dilakukan

oleh Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat yang tinggi dalam pengangkatan perangkat desa
berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa secara lebih
menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif teori akuntabilitas,
pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan prinsip
akuntabilitas ~ yang tinggi, yang memungkinkan masyarakat untuk
menilai kinerja perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-Gawu
BO’USO, meskipun prosedur pengangkatan perangkat desa seharusnya
sudah diatur oleh peraturan yang ada, implementasinya seringkali tidak
sesuai dengan prinsiwinsip tersebut. Hal ini memunculkan tantangan
bagi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih
akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Syafii

20), evaluasi terhadap akuntabilitas pengangkatan perangkat desa
sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut
dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme atau
korupsi.

Menurut Max Weber (2019) dalam bukunya "Economy and
Society" menyebutkan bahwa birokrasi dalam Pemerintahan Desa harus
memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan transparan, dengan
prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Desa Gawu-
Gawu BO’USO, prosedur yang ada belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip-prinsip birokrasi yang rasional ini. Hal ini terbukti dari masih
adanya ketidakteraturan dalam pengangkatan perangkat desa yang sering
kali tidak didasarkan pada kompetensi yang objektif, melainkan lebih
pada kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, penting untuk mengacu
pada model evaluasi pengangkatan perangkat desa yang dapat
meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu
model yang relevan adalah model pengangkatan berbasis kompetensi,
yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon perangkat

desa. Model ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme
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dan meningkatkan profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. Sebuah
penelitian oleh Hasan (2022) menun%an bahwa penggunaan sistem
seleksi berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas ayanan
publik di tingkat desa, karena perangkat desa yang terpilih lebih memiliki
kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi di Desa Gawu-Gawu
BO’USO dapat dilakukan dengan mengadaptasi metode-metode seleksi
yang digunakan di sektor pemerintahan yang lebih besar, seperti uji
kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja calon perangkat desa
berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka dalam
pelayananﬂblik. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses seleksi
ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap
perangkat desa yang terpilih, yang pada gilirannya akan meninﬁtkan
partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa. Di sisi lain, penting
juga untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat
desa yang terpilih. Hal ini menurut Rahayu (2023), yang menunjukkan
bahwa perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai lebih
mampu menjalankan tugas administratif dan melaksanakan program
pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap
pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO harus
mencakup tidak hanya aspek seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas
setelah pengangkatan.

Dengan demikian, hasil dagi.evaluasi pengangkatan perangkat desa
di Desa Gawu-Gawu BO’USO dapat memberikan gambaran yang lebih
jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas
Pemerintahan Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan,
partisipatif, dan berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi

positif terhadap pemﬂlngunan desa, serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap erintah desa. karena itu, sangat penting
bagi pihak terkait, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan

menyempurnakan proses pengangkatan perangkat desa di masa depan.
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432 aktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan terhadap

Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa
Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa
menjadi masalah yang krusial dalam tata kelola Pemerintahan Desa.
Regulasi pengangkatan perangkat desa mengatur berbagai aspek, mulai
dari  mekanisme seleksi, kualifikasi, hingga proses pengangkatan
perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jaranwiitemui
pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi ini yang disebabkan
oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalas faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap
regulasi pengangkatan perangkat desa. Ada Beberapa faktor yang
mempengaruhi  ketidakpatuhan  terhadap  regulasi pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO antara lain adalah faktor
sosial, e mi, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat.
1. lﬁor Sosial dan Budaya
Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu elemen penting
yang mempengaruhi  ketidakpatuhan %adap regulasi
pengangkatan perangkat desa. Menurut teori budaya politik yang
dikemukakan oleh Almond dan Verba (2020), budaya politik yang
berkembang di masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku
masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks
pengangkatan perangkat desa, budaya patronase yang kuat di
masyarakat dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur
formal. Pada banyak kasus, pemilihan perangkat desa seringkali
dilakukan berdasarkan hubungan personal atau keluarga, bukan
berdasarkan kompetensi atau prosedur yang diatur dalam regulasi.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lokal yang
mengedepankan  hubungan  personal bisa  menyebabkan
ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.
2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap

ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.
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Menurut Handayani dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa
ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan insentif yang
memadai untuk perangkat desa dapat mendorong praktik
ketidakpatuhan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang
diangkat dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi bisa merasa
terbebani oleh rendahnya gaji dan fasilitas yang mereka terima. Hal
ini dapat menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengikuti
keputusan informal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi,
asalkan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih cepat.

Faktor Politik
Faktor politik juga berperan penting dalam ketidakpatuhan
terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Weber
(2021), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan
norma yang diterima oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya,
keputusan politik seringkali memengaruhi proses pengangkatan
perangkat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau pihak-
pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat mengabaikan regulasi
yang ada demi keuntungan politik jangka pendek, seperti
memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap mendukung
kekuasaannya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan
perangkat desa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik
dapat mengabaikan aturan formal demi keuntungan pribadi atau
kelompok.

Faktor Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Administrasi yang buruk dan keterbatasan sumber daya manusia di
desa juga merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap
regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan
Suryana (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan aparat
desa dalam melaksanakan regulasi dengan baik, seperti kurangnya
pemahaman tentang prosedur pengangkatan perangkat desa, sering
kali berujung pada penyimpangan. Selain itu, kurangnya pelatihan

dan pendidikan untuk aparat desa dalam bidang manajemen
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administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya
ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa regulasi diikuti dengan baik.
Faktor Kepemimpinan Desa
Kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam mendorong
kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.
Henurut Bass (2020), seorang pemimpin yang visioner dan
mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya dapat
menciptakan lingk kerja yang kondusif untuk kepatuhan
terhadap regulasi. Kepala Desa yang memiliki integritas dan
komitmen terhadap peraturan yanggada akan lebih cenderung untuk
memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan. Sebaliknya, Kepala Desa yang
tidak memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi atau yang hanya
mementingkan keuntungan politik pribadi dapat menciptakan
ketidakpatuhan di kalangan perangkat desa.
Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap %rja Pemerintahan Desa
Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa
dapat berimplikasi buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa.
Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat desa yang diangkat
secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur cenderung kurang
memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan
mereka kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab mereka, karena seringkali kurang mendapat dukungan atau
kepercayaan dari warga desa. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap
regulasi ini juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di
desa, seperti pengelolaan anggaran desa, penyelenggaraan
kegiatan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi
Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan

perangkat desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting
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bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur
pengangkatan harus dilaksanakan dengan jelas dan terbuka, agar
masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Kedua,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat
penting. Pelatihan terkait regulasi, manajemen pemerintahan, dan
pengelolaan  administrasi dapat membantu  meningkatkan
kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam
pengawasan dan penilaian terhadap pengangkatan perangkat desa
juga perlu diperkuat, agar pengangkatan dilakukan secara adil dan
sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh Studi kasus di Desa X menggambarkan bagaimana
faktor-faktor tersebut berﬁrﬂsi dalam praktik ketidakpatuhan terhadap
regulasi pengangkatan perangkat desa. Di desa ini, pengangkatan
perangkat desa sering dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan
dengan Kepala Desa. Hal ini tidak hanya melanggar prosedur yang telah
diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan kﬁoetensi
yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengangkatan perangkat
desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan
perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan pengangkatan sering kali
dipengaruhi oleh politik lokal dan faktor sosial budaya yang
mengutamakan hubungan personal daripada prosedur yang sudah
ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak
hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan administrasi,
tetapi juga oleh praktik-praktik sosial dan politik yang sudah mengakar di
masyarakat. o

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Ketidakpatuhan terhadap regulasi
pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari
faktor sosial budaya, ekonorﬁ', politik, administrasi, hingga kepemimpinan
desa. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama
lain, sehingga perlu adanya pendekatan yang holistik untuk mengatasi

masalah ini. Peningkatan transparansi, kapasitas sumber daya manusia,
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dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap regulasi pe%lgkatan perangkat desa.
4.3.3. Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa
Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO mengalami beberapa hambatan yang menghalangi proses
berjalan dengan efektif. yang pertama, Hambatan Internal dalam Evaluasi
Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan penelitian yang dilakukan di
beberapa desa di Indonesia, hambatan pertama yang sering m | adalah
masalah transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa yang belum
sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan
pengangkatan perangkat desa. Dalam praktiknya, proses tersebut masih
cenderung dikelola secara tertutup, y mengarah pada potensi praktik
nepotisme, korupsi, atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh
Suhartono (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama
terhambatnya evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah ketidaktahuan
masyarakat desa mengenai mekanisme evaluasi yang seharusnya
transparan dan objektif.
Sebagai contoh Studi kasus yang relevan adalah kasus di Desa
Suka Maju, di mana evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa
dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurut
teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang
dikemukakan oleh Nasution (2019), partisipasi aktif dari masyarakat
sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Selgin, itu, hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya
pasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa.
Sebagian besar perangkat desa memiliki pendidikan yang terbatas dan
kurangnya pelatihan terkait manajemen Pemerintahan Desa. Hal ini
mempengaruhi kualitas evaluasi dan pemilihan perangkat desa yang lebih
profesional. Menurut teori kapasitas administratif oleh Murniati (2021),

rendahnya kapasitas administratif di tingkat desa akan memengaruhi
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efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa, termasuk dalam
penilaian pengangkatan perangkat desa.

Kedua, Tantangan dari Luar dalam Penilaian Pengangkatan
Perangkat Desa Perangkat Desa Hambatan eksternal juga turut berperan
dalam kesulitan evaluasi pengangkatan perangkat desa. Salah satu
hambatan utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi
yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Menurut Yuliawati (2020),
peraturan yang ambigu dan sering berubah-ubah menyebabkan kesulitan
bagi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi secara efektif.
Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan terkait pengangkatan perangkat
desa yang tidak diikuti dengan penyuluhan atau pelatihan bagi aparatur
desa menyebabkan kebingungannya dalam menerapkan evaluasi dengan
tepat.

Contoh studi kasus yang relevan adalah yang terjadi di Kabupaten
Banyuwangi, di mana peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa
sempat berubah dalam waktu yang singkat, tanpa sosialisasi yang
memadai kepada pemerintah desa. Hal ini menyebabkan evaluasi
pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan
sering kali terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.
Sejalan dengan teori adaptasi kebijakan oleh Lestari (2022), adaptasi yang
lambat terhadap perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi
hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap
penguatan kapasitas pemerintah desa juga menjadi hambatan signifikan
dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak kasus,
pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan baik
dalam bentuk dana maupun pelatihan yang diperlukan untuk
meningkatkan kapasitas evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konsep
pengelolaan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Hermawan
(2021), yang menekankan pentingnya sinergi ant ebijakan pemerintah
pusat dan kapasitas pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik, termasuk dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa.
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Ketiga, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, perlu ada upaya
untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami
oleh pemerintah desa. Sosialisasi mengenai regulasi yang ada juga perlu
ditingkatkan, agar tidak ada lagi ketidaktahuan yang menyebabkan
kesalahan dalam proses evaluasi. Menurut Purwanto (2020), yang
menyarankan bahwa kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih
efektif diterapkan di lapangan.

Maka disimpulkan, bahwa Evaluasi pengangkatan perangkat desa
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas
Pemerintahan Desa. Namun, hambatan-hambatan baik internal maupun
eksternal, seperti kurangnya transparansi, rendahnya kapasitas SDM, dan
ketidakjelasan regulasi, dapat menghambat pelaksanaan evaluasi yang
efektif. Berdasarkan teori-teori terkini dan studi kasus yang ada,
diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan
ini, seperti peningkatan transparansi, pelatihan SDM, dan penyusunan
regulasi yang lebih jelas. Dengan demikjan, diharapkan evaluasi
pengangkatan perangkat desa dapat berjalan lebih baik membawa

dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.




BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi
Pengangkatan Perangﬁt Desa Di Desa Gawu-Gawu BO’USO, dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Proses Pengangkatan Perangkat Desa
Prosesgengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu
BO’USO belum sepenuhnya sesuai dengan turan dan prosedur
yang berlaku. Meskipun ada usaha untuk mengikuti mekanisme
yang diatur dalam peraturan pemerintah, namun implementasi di
lapangan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan
kedekatan personal antara warga dan calon perangkat desa. Hal ini
menyebabkanketidaktertiban dalam proses seleksi, yang sering kali
tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.
b. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap
regulasi pengangkatan perangkat desa antara lain:
1. Faktor Sosial dan Budaya
Tradisi kekeluargaanyang kuat seringkali menjadi faktor utama
dalam menentukan siapa yang dipilih sebagai perangkat desa,
tanpa mempertimbangkan kompetensi secara objektif.
2. Faktor Ekonomi
Keterbatasan sumber daya finansial masyarakat yang
mempengaruhi partisipasi dalam proses seleksi.
3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur
dan regulasi yang jelas terkaitﬁgangkatan perangkat desa.
c. Hambatan dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa
Proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu

BO’USO mengalami hambatan yang signifikan, seperti kurangnya
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sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, keterbatasan sumber
daya manusia dalam melakukan evaluasi yang objektif, serta
adanya tekanan dari pihak luar yang memengaruhi independensi
proses seleksi dan evaluasi.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang
dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pengangkatan
perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi tentang Prosedur Pengangkatan Perangkat
Desa
Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif
mengenaiprosedur pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Hal
ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
proses seleksi yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi, serta
mengurangi praktik nepotisme atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengangkatan
Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa perlu
ditingkatkan. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat atau
perwakilan warga untuk ikut serta dalam tahapan seleksi, sehingga dapat
tercipta tranﬁansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam
pengangkatan perangkat desa.

3. Pelatihan dan Pembinaan bagi perangkat Pemerintah Desa
Perangkat desa, termasuk tim seleksi dan evaluator, perlu diberikan
pelatihan tentang cara-cara mel an seleksi yang objektif, adil, dan
sesuai dengan regulasi. Hal ini untuk menghindari praktik-praktik yang
tidak sesuai dengan peraturan serta meningkatkan kualitas evaluasi
terhadap calon perangkat desa.

4. Membuat Sistem Evaluasi yang Lebih Terstruktur
Desa Gawu-gawu Bo'uso perlumengembangkan sistem evaluasi yang
jelas dan terstruktur, yang mencakup indikator-indikator yang terukur
untuk menilai kinerja dan kompetensi perangkat desa. Sistem ini juga

harus mencakup prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk
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mengajukan masukan atau keberatan jika ditemukan ketidaksesuaian
dalam proses pengangkatan.
5. E‘lingkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Untuk memastikan bahwa proses pengangkatan perangkat dilakukan
secara adil dansesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu adanya
pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah atau instansi terkait.
Pengawasan ini harus memastikan bahwasemua tahapan seleksi berjalan
transparan dan akuntabel.
6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan transparansi, penggunaan teknologi informasi
seperti portal desa atau aplikasi pengangkatan perangkat desa yang
memuat informasi lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan hasil
seleksi dapat dijadikan solusi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam
mengikuti  proses  pengangkatan secara lebih  terbuka dan
terinformasi.Jadi, dengan adanya peningkatan dalam aspek evaluasi
pengangkatajm)erangkat desa, Desa Gawu-Gawu BO’USO dapat
menciptakan Pemegintahan Desa yang lebih profesional, transparan, dan
akuntabel, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan
desa yang lebih efektif dan %ien. Evaluasi yanglebih baik juga akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang

terpilih dan sistem Pemerintahan Desa secara keseluruhan.
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